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Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Demak dengan
memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, Serasi,
selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Mmasyarakal dan pertahanan keamanan periu Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Demak:

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomar 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana tats ruang wilayah
kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud nuruf a dan huruf b
perly membentuk Peraturan Daersh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Demak Tahun 2011-2031-

Fasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara Tanggal 8 Aqustus
1950},

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 lentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274); _




3. Undang-Undang Nomor § Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Momor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 lentang Rumah Susun (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 1885 Momor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 3318);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Momor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3478);

8. Undang-Undang Nomor & Tahun 1996 lentang Perairan Indonesia (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomaor 73, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 3647);

9. Undang-Undang Momor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomer 73, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momar 3647);

10.Undang-Undang MNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 MNomor 167, Tambahan Lembaran Megara
Republk Indonesia Momor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 lentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 fentang Perubahan Afas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran MNegara Republix Indonesia Tahun 2004 Momor 886,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412):

11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

MNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Momor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momar 4247);

12 Undang-Undang Momor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Memar 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);

13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Masional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4421);

14.Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerimlahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali lerakhir dengan Undang-Undang Womor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58),

13.Undang-Undang Momor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran MNegara

Republik Indanesia Tahun 2004 Nemor 132, Tambahan Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomar 4444),

16.Undang-Undang Momaor 17 Tahun 2007 tenlang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Masional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan L anbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);




17.Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4725),

18.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 lenlang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

19,Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lentang Penataan Ruang (Lemnbaran

Negara Republik Indonesia Talun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 4725),

20.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomaor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4739);

21.Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 484G),

22 Undang-Undang Momor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
'(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 69, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4851);

23.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 959);

24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4965);

25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 95, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indenesia Nomar S052);

26.Undang-Undang Momor 30 Tahun 2009 tenlang Kelenagalistrikan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2009 MNomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Momor 5052);

27.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembarar Megara Republik Indonesia Nomor 5053),

28.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjulan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5068);

29 Undang-Undang Momor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 130, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia MNomor 5168);

30.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Horlikultura (Lembaran Megara

Republik Indonesia Tahun 20104Nomer 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momaor 3170}




31.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Fermukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

i
32 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1083 entang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana {Lembaran Megara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar
3258);

33.Peraluran Pemerintah Nomor § Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Verlikal Di Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1888 Nomar 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor CETE

34.Peraturan Pemerinlah Nomar 20 Tahun 1990 lentang Pengendalian Pencemaran

Air {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia MNomar 3409);

35.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Momor 44, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Mormor 3445),

36.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 terfang Kawasan Suaka Alam dan

Kawasan Peleslarian Alam (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1938
Nomor 132)

37 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
dan / atau Perusakan Laut {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999
Momor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36816);

38.Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1299 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3838)

38.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 lentang Tingkal Ketelitian Peta
. Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2000 MNomaor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3934);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Momor 119 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4242);
41.Peraturan Pemerintah Momar 16 Tahun 2004 lentang Penatagunaan Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
42.Peraturan Pemerinlah Momor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Mamor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Megara Republit Indonesia Tahun 2000 Momor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomar 2056);
43.Peraturan Pemerintah Momor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah  Momor 44 Tahun 2009 lentang Perubahan Alas F’Era[?

A -




i

-

Pemerinlah Momor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 88, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5019);

44 Peraturan Pemerintah Momer 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistemn

Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomar 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)

45.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 83, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 4532);

46.Peraturan Pemerintah Nomar 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4624);

47 .Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Megara

Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 86, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4655);

48.Peraluran Pemerintah Nomor & Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan Serla Pemanfaatan Hutan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 22, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 lentang Tala Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hulan Serla Femanfaalan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4814) ;

49.Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 {entang Pembagian Urusan
Pemerintahan  Antara  Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi.  dan
Pemerintahan Daerah Kabupalen/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
3747);

20.Peraturan Pemerinlah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
112, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4761);

51.Peraturan Pemerintah Momar 59 Tahun 2007 fentang Kegiatan Usaha Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoee 2000 Momaor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4777);

52.Peraluran Pemerintah Nomor G0 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya
Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4779);

53.Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tala Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 21,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4817);

54.Peraluran Pemerintah MNomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)

5.




35.Peraluran Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 lenlang Rencana Tala Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tabun 2008 Momar 48,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 4833);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nbmar 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

57.Peraturan Pemerintah Momor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4859)

a8.Peraturan Pemerintah Momor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian
Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Madal Di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor Au61),

99.Peraturan  Pemerintah  Nomor 76 Tahun 2008 tenlang Rehabilitasi Dan
Reklamasi Hulan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

B0.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tenlang Kawasan Industi
(Lembaran Megara Reputlik Indonesia Tahun 2009 Momor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

61.Peraturan Pemerintal Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
* Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momar 5004Y;
62.Peraturan  Pemeriniah  Momor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar a048);

63.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Kereta Api (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a(lgg);

64.Peraluran Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 lentang Tata Cara Perubahan
Pe:untukan Dan Fungsi Kawasan Hutan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2097);

65.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomar 16, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar a098);

| 66.Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomaor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor 5103);

67 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan
Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor it
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

68.Peraturan’ Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 lentang Wilayah Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 10);




69.Peraluran Pemerintah MNomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Megara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5111)

70.Peraturan Pemerintah Nomaor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan
Hutan (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 12);
71.Peraturan Pemerintah Momor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisala
Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nagional, Taman Hutan Raya Dan Taman
Wisata Alam (Lembaran Megara Republik Indanesia Tahun 2010 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomar 5116):
- 72.Peraluran Pemerinlah Momor 37 Tahun 2010 lentang Bendungan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5117);
73.Peraturan Pemerinlah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Carg
Peran Masyarakal Dalam  Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomar 118);
74 Peraluran Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomar 368 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Unluk Kepentingan Umurm -

75.Peraluran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomoar 134)

76.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis

Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Momor 46 Seri
E Nomor 77;

77.Peraluran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

e

78.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
l'ata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 MNomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

79.Peraturan Daerah Kabupalen Demak Momor 32 Tahun 2002 lentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak {Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 33 Seri O Nomor 16).

&0.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomar 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2005 Nomor 8 Seri E Nomor 4);




81.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Momor 6 Tahun 2006 lentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6); v

82 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Momor 7 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomaor 7);

83.Peraturan Daerah Kabupaten Demak MNomer 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak
(Lembaran Daerah Kabupaten Cemak Tahun 2008 Nomor 2)

Dengan Persetujuan Bersama ;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK,

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REMNCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2
3.

Caerah adalah Kabupaten Demak.
Pravinsi adalah Provinsi Jawa Tengah,

Pemerintah Pusal, selanjutnya disebul Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang . memegang  kekuasaan  pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupali dan Perangkal Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Oaerah,

Pemerintah Daerah Lain adalab Pomerintab Daerah selain Pemerintah Daerah
Kabupaten Demak.

Bupati adalah Bupati Demak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Ruang adalah wadah yang melipuli ruang darat, ruang laut dan ruang udara,
lermasuk ruang di dalam bumi sebagai salu kesatuan wilayah, tempal manusia
can makhlyk Jain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan
hidupnya.




11.

12,
13.

14,
13,
16.
17.
18,

19,

20.

21.

22.

23,
24,

Tata ruang adalah wujud strukiur ruang dan pola ruang.

. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat

RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang betsifat umum dari
wilayah kabupaten, yang berisi lujuan, kebijakan, stralegi penataan ruang
wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola
ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketenluan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupalen.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Megara Kesatuan Republik Indonesia, dan

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara.

Struktur ruang adalah susunan pusalt-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakal yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam sualu wilayah yang

melipuli peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya.

Penataan ruang adalah sualu sistem proses perencanaan lala ruang,
pemanfaalan ruang dan pengendalan permanfaatan ruang,

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi
pemernintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang adaloh upaya untuk meningkatkan kinerja

penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang

melalui pelaksanaan perencanaan tala ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang,

Pengawasan penalaan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan
ruang dapal diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Perencanaan lala ruang adalah sualu proses untuk menenlukan struktur ruang
dan pola ruang yang melipuli penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaalan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan
program beserla pembiayaannya

Pengendalian pemanfaalan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata
ruang,

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Wilayah adalah ruang yang nerupakan kesaluan geografis beserla segenap
unsur terkail yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administralif dan/alau aspek lungsional,

£ 1
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Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam,
sumber daya buatan dan nilai sejarah serla budaya bangsa guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan,

Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan
terarah sehingga dapal berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan

manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non
pertanian.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian lermasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi,

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

" pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

30,

31,

32

33,

34.
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perkolaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan,

pemusatan dan dislribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi.

Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan
kawasan perkolaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang
menunjukkan keterkailan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki

pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah
kabupaten,

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang lerdiri dari atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam lerenlu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan saluan sistem permukiman dan
sistem agrabisnis.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangin Berkelanjutan adalah sistem dan proses
dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan
membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan
kawasannya secara berkelanjutan,

Lahan Perlanian Pangan Berkclanjulan adalah bidang lahan perlanian yang
ditetapkan unluk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, kelahanan, dan kedaulatan
pangan nasicnal.

Lahan Cadangan Peranian Pangan Berkelanjutan adalah lahan polensial yang
diindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan kelersediaannya tetap
terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
pada masa yang akan datang.

Kawasan slrategis nasional adalah wilayah vyang penataan ruangnya
dipriorilaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional
terhadap kedaulatan negara, perlahanan dan keamanan negara, ekonomi,
sosial, budaya, danfatay lingkungan, lermasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan {Iuniaf.%
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Kawasan stratecis provinsi adalah  wilayah yang penalaan mangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.,

Kawasan slralegis da2rah adalah kawasan yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, danfatau lingkungan.

Jalan adalah prasarana lransportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi
lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di
bawah permukaan lanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan
liereta api, jalan lori, dan jalan kabel,

Wilayah sungai adalah kesaluan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam
satu atau lebih daerah aliran sungai danfatau pulau-pulau kecil yang luasnya
kurang dari atau sama dengan 2.000 km?,

Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke
danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
lopograiis dan batas di laul sampai dengan daerah perairan yang masih
lerpengaruh aklivilas daratan.

Ruang terbuka hijau adalah irea memanjangfjalur danfatau mengelompok,
yang penggunaannya letnh bersilal lerbuka, lempal lumbuh anaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pusal Kegiatan Nasional yeng selanjulnya disebul PKMN adalah kawasan

" perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,

43,

44,

45.

46.

47,
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nasional, alau beberapa provinsi

Pusal Kegiatan Wilayah vyang selanjulnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi alau beberapa
kabupaten/kola.

Pusal Kegiatan Lokal yang selanjuinya disebut PKL adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi unluk melayani kegiatan skala kabupaten alau beberapa
kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjulnya disebul PKLp adalah kawasan
perkotaan yang di rencanakan akan berfungsi melayani kegialan skala
kabupalen alau beberapa kecamaltan

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjulnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi unluk melayam kegiatan skala kecamalan atau

beberapa desa,

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjulnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegialan skala antar desa,

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan
wilayah unluk mewujuckan slruklur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten
sesuai dengan RTRW kabupalen melalui penyusunan dan pelaksanaan
program penalaan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam

suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yan@"
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berisi rencana program ulama, sumber pendanaan, inslansi pelaksana, dan
wakiu pelaksanaan,

. Peraluran zonasi adalah kelenluan yang mengatur lentang  persyaratan

pemanfaalan ruang dan kelenluan pengendaliannya dan disusun untuk seliap
blokizona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Indikasi program ulama jangka menengah fima tahunan adalah petunjuk yang
memual usulan program utama, lokasi, besaran, waklu pelaksanaan, sumber
dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang
sesuai dengan rencana tata ruang

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah
ketentuan-ketentuan yang cibuat alau disusun dalam upaya mengendalikan
pemanfeatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten
yang berbentuk kelentusn umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Katentuan umum peratu-an zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum
yang mengalur pemantaalan ruang/penalaan kabupaten dan unsur-unsur
oengendalian pemanfaalan ruang yang disusun untuk sefiap klasifikasi
peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

. Ketentuan  perizing adalah  kelentuan-kelenluan vang ditelapkan  oleh

pemetintah daerah kabupalen sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi
oleh seliap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alal
dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan
rencana tata ruang yang lelah disusun dan ditetapkan.

- lzin pemanfaalan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegialan

pemanfaalan ruang sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan insentil dan disinsentif adalah perangkal atau upaya untuk
memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang dan juga perangkal untuk mencegah, membatasi
perlumbuhan, atau mengurangi kegialan yang tidak sejalan dengan rencana
tata ruang.

Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang
melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang fidak sesuai dengan rencana
tala ruang yang berlaku,

Saluan Kerja Perangkal Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
instansi pemerintah Kabupaten yang diberi kewenangan menangani suatu
urusan pemerintahan.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjulnya disingkat
BKPRD adalah badan bersifal ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-Undang Momor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
di Kabupaten Demak dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas
Bupali dalam koordinasi penalaan ruang di daerah,

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil terlentu yang diber wewenang khusus aleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan. &
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Penyidikan adalah serangkaizn tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam Peraturan Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukli ity membuat lerang lentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya,

Masyarakat adalah orang persecrangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat, kerporasi, danfalau pemangku kepentingan non pemerintah lain
dalam penyelenggaraan penataan ruane :

Peran masyarakat adalah parlisipasi aklif masyarakat dalam perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang,

BAB I
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruan'g bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor
pertanian dan . perikanan yang unggul didukung seklor perdagangan dan jasa,
industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata,

(1)

(2)

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 3

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 disusun kebijakan penataan ruang.

Kebijakan penalaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produklif

b. pengembangan komoditas pertanian yang prospeklif:

C. pengembangan kawasan pesisir:

d. pengembangan pusal pelayanan;

€. pengembangan prasarana wilayah pada  kawasan perkotaan  dan
perdesaan;

f.  peningkatan pengelolaan kawasan indung;

G. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar lidak melampaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan;

h. pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas
ruang; dan

. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan hnnmanan.‘ﬂ'f
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3)

(4)

(8)

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 4

Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian prmiubztif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayal (2) huru! 3 meliputi :

a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang
bukan merupakan sawah irigasi: dan

b. menetapkanlahan pertanian pangan berkelanjulan.

Strategi pengembangan komoditas pertanian yang prospektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi ;

a. menentukan zona kawasan pertanian lahan basah, lahan kering, dan
hortikultura; dan

b. mengembangkan budidaya lanaman buah-buahan.

Strategi pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf ¢ meliputi -

d. mengembangkan kawasan pesisir yang berbasis minapelitan:
b.  melindungi kawasan yang terkena abrasi; dan
C.  mengembangkan kawasan pengolahan perikanan,

Strategi pengembangan pusal pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasgl
3 ayat (2) huruf d meliputi

a.  mengembangkan sistem kelerkaitan ekonomi kawasan perkotaan-
perdesaan;

b.  mengembangkan pusat pelayanan baruy yang mampu  berfungsi sebagai
PKL;.dan

¢.  mengoptimalkan peran lbukota Kecamatan sebagai PPK,

Strategi pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan
perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurul e meliputi

a8.  meningkatkan kualilas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul
kawasan produksi dengan kawasan pusal pemasaran;

b.  meningkatkan pelayanan sistem kelistrikan dan telekomunikasi di
kawasan perdesaan: '

€. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air; dan
d.  mengembangkan sistem sanilasi ingkungan di kawasan perkotaan.

Slralegi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayal (2, huruf f meliputi:

a." meningkatkan kualitas perindungan di kawasan lindung sesuai dengan
sifal perlindungannya

b.  meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan
kawasan lindung; danﬁ%
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¢. memindahkan secara bertahap permukiman berada dj kawasan rawan
banjir dan/atau rob danfatau abrasi.

(9) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar lidak melampaui

daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayal (2) hurul g melipul; :

a. membalasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan
rawan bencana;

b.  mengembangkan ruang kawasan perqolaan perkolaan secara efisien
dan kompak;

C. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan; dan
d. membatasi perkembangan kawasan tlerbangun di kawasan perkotaan.

(10) Strategi pengembangan kawasan industr yang mempertimbangkan efektivitag
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2} huruf h meliputi -

8. menentukan batas kawasan perunlukan industri;

b.  mengatur kegiatan industri pada masing-masing kawasan peruntukan
industri; dan

C.. meningkatkan pengelolaan kawasan industr.

'{1 1) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi;

a.  mendukung penclapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus
pertahanan dan keamanan;

b.  mengembangkan budidaya secara seleklif di dalam dan i sekitar

kawasan stralegis nasional uniuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan; dan

C.  lurutserta memelihara dan menjaga asel-aset pertahanan.

BAB NI

RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Fasal 5
(1) Rencana struktur ruang terdiri atas -

, 8. sistem pusal pelayanan; dan

b.  sistem jaringan prasarana wilayah.

(2) Peta rencana * strukiur ruang sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)

digambarkan dalam pela dengan lingkat ketelitian 1:50.000 lercantum dala
lampiran | yang merupakan bagian lidak lerpisahkan dari Peraluran Daerah Enﬁ/
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Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 6

(1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayal (1) huruf a
lerdiri atas ;

a. sistem perketaan;
b. sistem perdesaan; dan
c. sistem wilayah,
(2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas -
a. pengembangan PKL;
b. pengembangan PKLp: dan
c. pengembangan PPK.

(3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
pengembangan PPL,

(4) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri atas -
a.  penelapan satuan wilayah pembangunan; dan
b. rencana fungsi satuan wilayah pembangunan,
Pasal 7

{1} Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a
meliputi:

a. Kawasan Perkolaan Demak: dan
b. Kawasan Perkolaan Mranggen

{2} Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
berada di Kawasan Perkotaan Wedung.

(3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢
melipuli ; '

a. Kawasan Perkotaan Gajah:

b. Kawasan Perkotaan Dempet:
¢. Kawasan Perkolaan Guntur;
d

Kawasan Perkolaan Sayung;

=

Kawasan Perkotaan Karangtengah;

. Kawasan Perkolaan Bonang:

g. - Kawasan Perkolaan Karangawen,

h. Kawasan Perkolaan Wonaosalam;

.. Kawasan Perkotaan Karanganyar,

. Kawasan Perkotaan Mijen: dan

k. Kawasan Perkolaan thunagungﬁ‘%’f
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FPasal 8

Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal G ayat (3) meliputi ;

T e o D OO on

Kecamatan Gajah : Desa Tambirejo;

Kecamatan Dempet : Desa Dempet, Desa Sidomuly:
Kecamatan Guntur : Desa Pamangan;

Kecamatan Sayung : Desa Gemulak, Desa Bulusar;
Kecamatan Karanglengah : Desa Fulosari, Desa Karangsari:
kecamatan Bonang : Desa Gebang, Desa Bonangrejo:
Kecamalan Karangawen © Desa Togorejo;

Kecamatan Wonosalam ; Desa Kendaldoyong, Desa Trengguli;
Kecamatan Karanganyar : Dosa Cangkring;

Kecamatan Mijen : Desa Gakung;

Kecamatan Kebonagung : Dosa Woerdoya;

Kecamatan Wedung : Dosa Buko, Desa Bungo.

Pasal 9

(1) Penetapan satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (4) huruf a terdiri atas:

8. satuan wilayah pembangunan | dengan pusat pelayanan di Kawasan

Perkotaan Kawasan Perkotaan Demak meliputi ;
1. Kecamalan Sayung;

2. Kecamatan Karanglengah:

J.. Kecamatan Demak: dan

4. Kecamatan Wonosalam,

. satuan wilayah pembangunan || dengan pusal pelayanan di Kawasan

Perkataan Mranggen meliputi

1. Kecamatan Mranggen:;

2. l'{ecamatan Karangawen; dan
3. Kecamatan Guntur

. saluan wilayah pembangunan Il dengan pusal pelayanan di Kawasan

Perkotaan Wedung meliputi :
1. Kecamatan Wedung: dan

2. Kecamatan Bonang.

. satuan wilayah pembangunan IV dengan pusal pengembangan di |bukola

Kecamatan Gajah melipuli ;

1. Kecamatan Gajah;

2. Kecamatan Karanganyar; dan
3. Kecamatan Mijen.

. satuan wilayah pembangunan V dengan pusat pengembangan di |bukota

Kecamatan Dempel meliputi -
1. Kecamatan Dempet: dan 4’/
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2. Kecamatan Kehonagung

(2) Rencana fungsi satuan wilayah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (4) huruf b terdin atas: .

a. saluan wilksyah prmbangunan | dengan fungsi meliputi :
1. pusal pemerinlah Da:rah;
perdagangan dan jasa;

pertaniiin;

antall bl

perikanan;
petarmakan,

industri:

~ &y en

transportasi; dan
8. pariwisala.
b. satuan wilayah pembangunan Il dengan fungsi meliputi

1. pertanian;

i

perdagangan dan jasa;
3. peternakan; dan
4, indusiri,

¢. satuan wilayah pembangunan Il dengan fungsi meliputi :
1. peranian;

perikanan;

perdagangan dan jasa;

peternakan;

industri: dan

o n = Lo PR3

pariwisala.
d. satuan wilayah pembangunan IV dengan fungsi melipufi
1. pf:'rlanian:
2. perdagangan dan jasa,
3. perikanan;
4. peternakan; dan
5. industri.

e, satuan wilayah pembangunan vV dengan fungsi meliputi :

—

pe'rtanian;
perdagangan dan jasa,
peternakan; dan

induatrtﬁs/

- ot Al
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Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah
Pasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b meliputi ;

d.

T o o o

sistem jaringan transportasi;
sistem jaringan energi;
sistem jaringan telekomunikasi;
sistem jaringan sumber daya air, dan
sistem jaringan prasarana lainnya.
Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi
Fasal 11

© Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdin
atas:

d.
b.

(2)

(9]

rencana sistem transportasi darat: dan
rencana sistern transportasi kereta api
Pasal 12

Sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri
alas:

a. rencana prasarana jaringan jalan;
b. rencana sarana pelayanan angkutan umum: dan
C. rencana peiayanan angkulan umum

Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikelompokkan berdasarkan:

a. sistem jalan; dan

b. fung'*si jalan.

Sislem jalan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf a terdir alas:
a. jalan primer: dan

b. jalan sekunder,

Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
d, jalan arteri;

b. jalan kolektor;
c. jalan lokal: dan
d. .jalan lingkungan;

Rencana sarana pelayanan angkulan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa sistem lerminal.l%j/‘
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(6) Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berupa peningkatan rule pelayanan angkutan umum.

FPasal 13

Rencana prasarana jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a terdiri atas:

8. jalan arteri primer melipuli

1. pembangunan jalan arteri primer bebas hambatan semarang-Rembang
beserta inlerchange yang melalui Kecamatan Sayung - Kecamatan Karang
Tengah - Kecamatan Wonosalam - Kecamatan Gajah - Kecamatan
Karanganyar

2. penambahan inferchange jalan  arleri primer  bebas  hambatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditambah atay dikurangi
dengan izin Pemerintah: dan

3. peningkatan jalan arler primer  bukan bebas hambatan melalyl
Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Demak -
Kecamatan Gajah - Kecamatan Karanganyar,

0. jalan koleklor primer meliputi:

1. peningkatan ruas jalan Mranggen — Karangawen - Gubug - ¥ebonagung
- Godong (Kabupaten Grobogan)

2. peningkatan ruas jalan Demak - Wonosalam - Dempet - Godong
(Kabupaten Grobagan); dan

3. peningkatan ruas jalan Trenggulil Gajah - Mijen - Welahan (Kabupaten
Jepara).

C. jalan lokal primer meliput:
1. peningkatan ruas jalan Demak - Bonang - Wedung;
2. peningkatan ruas jalan Onggorawe — Wary — Mranggen;

3. peningkatan ruas jalan Mranggen - Kangkung - Kebonbatur -
Banyumeneng/ Girikusuma:

4. peningkatan ruas jalan Kangkung — Sumberejo — Margohayu - Wonosekar
- Tlogorejo; :

2. peningkatan ruas jalan Karangawen - Jragung;
6. peningkatan ruas jalan Karanglengah - Guntur - Karangawen;

7. peningkatan ruas jalan Famongan - Bulusari — Banjardowo (Kota
Semarang),

8. peningkalan ruas jalan Onggorawe - suradadi;

d. peningkalan ruas jalan Karangtengah — Tambakbulusan:

10. peningkatan ruas jalan Desa Sriwulan — Bedono ~ Timbulsluko - Surodadi
— Tambakbulusan - Morodemak - Purworgjo ;

11. peningkalan ruas jalan Desa Berahan Welan - Babalan — Kedungmutih -
Kedungkarang - Tedunan,
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12,
13.

14,
15.
16.
17.
18.
18,

20.
21,

22,

peningkatan ruas jalan Wedung - Bungo —Jelak — Mijen;

peningkatan ruas jalan Karanganyar - Kedungwaru kidul - Gempolsengo
- Mijen;

peningkatan ruas jalan Bungo - Mutih Kulon:

peningkatan ruas jalan Karangnyar — Sambung ~sidomulyo - Merak:
peningkatan ruas jalan Gajah - Cempet,

peningkatan ruas jalan Dempet - Sidomulyo;

peningkatan ruas jalan Dempel - Kebonagung;

peningkatan ruas jalan Karanglengah — Pasar Wonosalam - Doreng -
Megonten;

peningkatan ruas jalan Demak - Pasar Wonosalam;

peningkalan ruas jalan Mranggen - Balursari — Fucanggading | TVR| -
Kebonbatur: dan

peningkalan ruas jalan Jalan lingkar Mranggen.

d. jalan fingkungan berupa pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan
berada di seluruh wilayah Daerah

Pasal 14

Rencana sarana pelayanan angkulan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf b melipul

a. lerminal penumpang Tipe A direncanakan di Kawasan Perkotaan Demak:
b terminal penumpang Tipe C direncanakan meliputi :

—

2
3
4.
5
G
7
B
2

10.
1.

12,

Kawasan Perkolaan Mranggen:
Kawasan Perkotaan Wedung;
Ibukota Kecamatan Wonosalam:
Ibukota Kecamalan Gajah;
lbukata Kecamatan Karanganyar:
Ibukota Kecamatan Mijen;
Ibukota Kecamaltan Bonang;
lbukota Kecamatan Sayung;
Ibukota Kecamatan Karanglengah:
Ibukota Kecamatan Guntur
Ibukota Kecamatan Dempet;

Ibukota Kecamatan Karangawen: dan

13. Ibukota Kecamatan Kebonagung.
c. lerminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.‘/'




Pasal 15

Rencana pelayanan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalgm Pasal 12
ayat (1) huruf ¢ berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum melipuli ;

a.
b
c.
d
e

f
.
h

— e

3

Semarang-Demak-Kudus-Pali-Re mbang-Lasem:
Semarang-Demak-Kudus:
Semarang-Demak-Kudus-Pa ti-Juana;
Tegal-Pekalongan -Semarang-Demak-Kuduys;
Kudus-Demak-Sem arang-Secang-Wonosobo-Purwn kerla;
Semarang-Demak-Kudus- Rembang-Blora-Cepu:
Tegal-Pekalg ngan-Semarang-Demak-Kud us::
Semarang-Demak-Kudus-Palj. Rembang;
Semarang-Demak-Kudus. Fali;
Semarang-Demak-Kudus-Je para;
Jepara-Kudus-Dema k-Semarang-Pekalon gan-Tegal:
Tegal-Semarang-Demak-Kudy 5
Semarang-Demak-K udus-Jepara-Bangsri
Snlm~Sala!iga-Eernarang-Dernak-HuUus~Patl.
Semarg ng-Uemak-Gedong-Purwodadi .
Semarang-Demak-Gog ong-Purwodadi-Blora:
Semarang-Demak-Py rwodadi-Solo:
Wedung-Demak- Godong-Purwodadi-
Morodemak-Bg nang-Demak: dan
Mranggen- Karangawen-Guntur-Kar: nglengah,
Pasal 16

Rencana sistemn ransporlasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b dilakukan sesuaj dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri
alas:

4. TBNCana jaringan prasarans kerela api:

b. rencana Pelayanan kereta api; dan
C. rencana prasarana Pefayanan kerela api

Rencana jaringan prasarana kerela api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa PEngembangan rel kereta api menghubungkan Semarang -
Demak - Kudus - Patj - Rembang,

Rencana pelayanan kereta api sebagaimana dimaksyd pada ayat (1) huruf b
berupa peningkatan pelayanan pergerakan keret api komuter menghubungkan
Semarang - Demak - Kudus - pati - Rermbang
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(4) Rencana prasarana sarana kerela api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa revitalisasi slasiun kerela api berada di Kawasan Perkotaan

Demak.
Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 17
Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
8. rencana sistem prasarana pipa minyak darn gas bumi.
b.  rencana pengembangan energi listrik: dan
C.  rencana transmisi energi listrik,

Pasal 18

(1) +Rencana sislem prasarana pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a meliputi ;

8. Jaringan pipa gas Semarang - Cirebon — Bangkalan: dan
b.  jaringan pipa gas Blora - Grobogan - Demak - Semarang.

(2) Rencana jaringan pipa gas Semarang - Cirebon — Bangkalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a melaluj -

a.  Kecamatan Sayung;

b Kecamatan Karangtengah:
C.  Kecamatan Gajah: dan

d. Kecamalan Karanganyar,

(3} Rencana jaringan jaringan pipa gas Blora - Grobogan - Demak — Semarang
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b melalui:

a.  Kecamatan Mranggen
b.  Kecamatan Karangawen: dan
C.  Kecamatan Kebonagung,
Fasal 19

Rencana pengembangan energl listrk  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
nuruf b dilakukan melalui pengembangan sumber energi listrik alternatif yang
bersumber dari matahari. air angin, dan sumber lainnnya yang ramah lingkungan.

Pasal 20

(1) Rencana transmisi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf ¢
terdiri atas:

a: pengembangan sistem jaringan listrik meliputi
1. saluran udara tegangan ekstra linggi:
2. saluran udara tegangan lingai;
3. saluran uda-a legangan menengah; dan
4. saluran udara tegangan renciahﬂ"/
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b. pengembangan daya listrik.

(2) Pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi :

4. pengembangan jaringan saluran udara legangan ekstra tinggi dan saluran
udara legangan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 dan 2 melaly; -

Kecamatan Sayung;
Kecamatan Karangtengah:
Kecamatan Demak:
Kecamatan Wonosalam:

.
2

3

4

9. Kecamatan Gajah;
6. Kecamatan Bonang;

7. Kecamatan Wedung;

8. Kecamalan Karanganyar; dan

9. Kecamatan Mijen.

b. Pengembangan jaringan saluran udara tegangan menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 melalui -

1. Kecamalan Mranggen: dan
2. Kecamalan Karangawen,

C. pengembangan janngan saluran udarg legangan rendah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a anaka 4 di seluryh wilayah Daerah.

(3 Pengembangan gardu induk distribysi kapasitas 20 (dua puluh) kilo volt
mefiputi:

d.  Kecamatan Sayung;
b Kecamatan Demak: dan
C.  Kecamalan Mranggen,

(4) Sampai dengan tahun 2031 seluruh wilayah Daerah direncanakan sudah
leriayani sistem energi listrik.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 21

Sisten jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢
lerdiri atas

d.  jaringan kabel: dan
b. 5i5!ern_nirhaba!.4/
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Pasal 22

{1} Jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 3 berupa
pengembangan sislem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah
kabel berada di seluruh Kecamatan

(2} Sistem jaringan prasarana telekomunikasi janngan kabel sampai dengan tahun
2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukola Kecamatan,

Fasal 23

(1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Fasal 21 huruf b berupa
pembangunan menara telekomunikasi sistern nirkabel di seluruh wilayah,

(2) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara lelekomunikasi
untuk meningkatkan efisiensi dan efeklifitas pemanfaatan ruang,

(3) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan
- diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Fasal 24

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Fasal 10 huruf d
meliputi *

a. sistem air baku dan irigasi; dan
b. sistem penggunaan air fanah
Fasal 25
Sistem air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi;

a. peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna
berupa peningkataan pengelolaan daerah aliran sungai meliputi ;

1. Daerah Aliran Sungai Babon-
2. Daerah Aliran Sungai Tuntang;
3. Daerah Aliran Sungai Jragung; dan
4. Daerah Aliran Sungai Serang
b. peningkatan prasarana air irigasi terdiri atas
1. pencegahan pendangkalan saluran irigasi; dan
2. pfzningkatan pintu-pinlu air berada diseluruh bendungan dan jaringan
irigasi.
C. peningkatan prasarana air ingasi sebagaimana dimaksud pada huruf b melipuli:
1. Daerah Irigasi Sedadi Dempet:
Daerah Irigasi Klambu Kiri:
Daerah Irigasi Sedadi Godong;
Daerah Irigasi Guntur Kanan:

Daerah Irigasi Guntur F{in'.?/
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6. Daerah lrigasi Polder Batu:

7. Daerah Irigasi Gablok;

8. Daerah Irigasi Clapan Kanan,

9. Daerah Irigasi Glapan Kini:

10. Daerah Irigasi Jragung;

11. Daerah Irigesi Pelayaran Sayung Baru;
12. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;

13. Daerah Irigasi Dolok Kanan:

14. Daerah Irigasi Dolok Kiri: dan

15. Daerah Irigasi Pucanggading Kanan

d. pengembangan embung dengan fungsi menampung air dan mengendalikan
banjir meliputi -

Kecamatan Karangawen;
Kecamatan Guntur:
Kecamatan Dempel;

]

2

3

4. Kecamatan Mijen:
3. Kecamatan Karanganyar;
6. Kecamalan Bonang: dan
7

Kecamatan Wedung,
Pasal 26

Sistem penggunaan air {anah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b
meliputi:

a. pemanfaatan sumber mata air secara optimal di kawasan perkotaan, ibukota
kecamatan, dan daerah yang rawan kekeringan: dan

b. pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air tanah dalam meliputi
1. Kecamatan Sayung;

Kecamatan Karangtengah:;

2

3. Kecamatan Demak;

4. Kecamatan Bonang; dan
5

Kecamatan Wedung

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 27

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e
meliputi ;

a. rencana sistem pengelolaan p&rﬁampahanﬁi"
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T oo o

)

(4)

(1)

(2)

rencana sistem jaringan air minum
rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah;
rencana sistem jaringan drainase: dan

Rencana sistern evakuasi bencana,

Pasal 78

Rencana sistem pengeiolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf g melipuli -

a.  rencana lokasi tempal pemrosesan akhir:
b.  rencana lokasi lempal penampungan sementara; dan
¢ rencana pengelolaun sampah skala rumah tangga.

Lokasi tempat Pemprosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah -

&. Tempat Pemros2san Akhir I{alih-::nndang;
b. Tempat Pemrosesan Akhir Candisari; dan

= pengelolaan sampah di lokasi lempat pemrosesan akhir sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diarahkan menggunakan pendekatan
sanitary landfill

Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke lokasi Tempat Femrosesan
Akhir dikembangkan pengelolaan sampah 3R dan pembangunan tempat
PEngolanan sampah terpady.

Rencana lokasi lempat PENampungan sementara sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan
pelayanan optimal

Rencana lokasi lempat PENAMpuUngan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) selanjulnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang,

Rencana pengelolaan sampah skala rumah langga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ berupa peningkatan parlisipasi sefiap rumah tangga untuk
mengurangi sampah mulai dar; sumbernya,

Pasal 29

Rencana sistem janingan air minym sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf b terdiri atas -

d.  jaringan perpipaan dan;
B.  non perpipaan.
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 meliputi:

d.  pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum dan sambungan
rumah (SR); dan

b.  peningkatan kualitas air minum.lf
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(3) Pengembangan Prasarana jaringan perpipaan air minurm dan sambungan rumah
(SR) sebagaimana dimaksud Pada ayal (2] huruf a direncanakan sampai
dengan tahun 2031 telah melayani 60% penduduk di wilayah Daerah,

(4) Peningkatan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayal (2} huruf b
dilakukan dengan pembangunan reservoir dan prasarana kelengkapannya
berada di seluruh kawasan perkotaan.

(3) Non perpipaan sebagaimana dimaksyug Pada ayal (1) huruf b dilakukan pada
wilayah yang tidak lerlayani jaringan perpipaan meliputi:

4. penggalian alay pengeboran air tanah dangkal,

b, pengeboran air tanah dalam secara lerbatas dengan mempertimbangkan
kelestarian fingkungan; dan

€. pengolahan air Payau pada wilayah sekitar pantai,
Pasal 30

Rencana sistem jaringan pengelolaan air inbah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf ¢ terdiri atas -

. pengembangan instalasi pPengolahan limbah industri

b pengembangan instalasi Pengolahan limbah tinja dan imbah rumah tangga
perkotaan: dan

. pengembangan instalasi Pengoiahan limbah kotoran hewan dan rumah fangga
perdesaan,

Pasal 31

(1) F‘eragembangan Inslalast pengolahan imbah industri sebagaimana dimaksyd
dalam Pasal 30 huryf 3 melipuli:

& Kecamatan Sayuny;

B Kecamatan Karanglengah:
C.  Kecamatan Mijen;

d. Kecamatan Mranggen; dan
e Kecamatan Karangawen

(2) Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri sebagaimang

dimaksud pada ayal (1) huruf g menjadi tanggungjawab pengelola industri
dengan izin Pemerintah Daerah

Fasal 37

(1) Pengembangan instalas; pengoianan limbah linfa dan limbah rymah langga
perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

a Ha'wa_san Perkataan Demak.
b. Kawasan Perkotaan Mranggen:
C. Kawasan Perkotaan Wedung;

(=B

Ibukota Kecamatan Wonosalam;
lbukota Kecamatan Gajahﬂ(”

D
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. Ibukota Kecamatan Karanganyar:

g. Ibukota Kecamatan Mijen:

h. Ibukota Kecamatan Bonang;

I lbukota Kecamatan Sayung,

j. Ibukota Kecamatan Karg nglengah:

k. Ibukota Kecamatan Guntur;

I Ibukota Kecamatan Dempet:

m. lbukola Kecamatan Karangawen: dan
n. lbukota Kecamalan Kebonagung

(£) Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah linja dari WC

umum terminal, pasar, lokas; sanimas, dan rumah langga perkotaan,

Pasal 33

Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga
perdesaan sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 30 huryf ¢ meliputi:

d,

pembangunan dan peningkatan instalas; pengolahan limbah katoran newan
peternakan rakyat di seluruh kecamatan:

Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah
tangga perdesaan dengan memanfaatkan leknologi tepat quna: dan

pemanfaatan hasil pengolahan limbah koloran hewan bagi sumber energi
alternatif dan pupuk arganik,

Pasal 34

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d
meliputi -

a. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder meliputi:

1. Kawasan Perkolaan Demak;
Kawasan Perkotaan Mranggen:
Kawasan Perkolaan Wedung:
Ibukota Kecamatan Wonosalam:

£

3

4

9. Ibukota Kecamatan Gajah;
b, lbukota Kecamatan Karanganyar,
7. lbukota Kecamatan Mijen;

8. Ibukota Kecamatan Benang;

9. Ibukota Kecamatan Sayung;

10. Ibukota Kecamatan Karangtengah;
1. Ibukota Kecamatan Guntur,

12, Ibukota Kecamalan Cempet:

13. Ibukota Kecamatan Karangawen: darQC
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14. Ibukota Kecamatan Kebonagung

o

- peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan  nasional Sayung -
Karangtengah ~Demak - Gajah - Karanganyar;

C. peningkatan saluran drainase sepanjang ruas jalan provinsi Gajah — Mijen -
Welahan, Demak — Wonosalam - Godong:

=

- narmalisasi saluran sungai di seluruh wilayah Daerah’ dan
e. penghijauan meliputi .
1. Kecamatan Mranggen: dan
2. Kecamalan Karangawen.
Pasal 35

(1) Rencana sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf & meliputi ;

4. pengembangan jalur evakuasi dan
b. ruang evakyasi bencana.

(2) Pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf a meliputi -

d. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada
lokasi yang lebih aman meliputi-

1. Kecamatan Mranggen:
Kecamatan Guntur:
Kecamalan Sayung;
Kecamatan Karanglengah:
Kecamatan Bonang:

i

J
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5

6. Kecamatan Mijen:
7. Kecamalan Karannanyar:
8. Kecamatan Kebonagung;

9. Kecamatan Dempet:

10. Kecamalan Gajan,

1. Kecamatan Wedung,

12. Kecamatan Demak:

13, Kecamatan Wonosalam dan
14. Kecamatan Karangawen.

b, pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi
berupa pengembangan jalan desa di Desa Sriwulan - Desa Purwosari dan
Desa Bedono - Desa Timbulsloko. '

(3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliput

a, Iapangan;r
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D. stadion;

C. laman publik;

&, bangunan kantor pemeriniah;

e. bangunan fasilitas susial: dan

f.  bangunan fasilitas umum.
BAB IV

RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Fasal 36
(1} Rencana pola ruang terdiri atas
a. kawasan lindung: dan
b, kawasan budidaya,

(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam lampiran Il yang
merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 37

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayal (1) huruf a terdir
alas:

8. kawasan yang memberikan rerlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. kawasan perlindungan setempat:

€. kawasan suaka alam, pelesiarian alam dan cagar budaya: dan

d. kawasan rawan bencana alam; dan

€. kawasan lindung lainnya
Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Fasal 38

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hurul a berupa kawasan resapan air
dengan luas kurang lebih 22 Ha (enam ratus dua puluh dua hektar)

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput -
d. Kecamatan Karangawen: dan
b. Kecamatan Mranggen.

(3) Kawasan resapan air yang dimifiki masyarakat ditetapkan sebagai kawasan
hutan rakyat,

31 -




Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 39

Kawasan perlindungan selempal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b
lerdiri atas

a. sempadan pantai:
b. sempadan sungai;
sempadan saluran irigasi: dan
d. sempadan embung.
Fasal 40
Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
. Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar;

b. Kecamatan Karanglengah dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat)
nektar,

C. Kecamatan Bonang Gengan luas kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) hektar: dan

d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lehih 157 [seratus lima puluh tujuh)
neklar,

Pasal 41
(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdini atas -
a. sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan:
0. sempadan sungai berlanggul di dalam kawasan perkataan;
C. sempadan sungai lidak Bertanggul di luar kawasan Perkolaan; dan
d. sempadan sungai tidak Bertanggu! di dalam kawasan perkotaan,
{2} Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi -
d. Sungai Serang:

o

Sungai Tuntang:
Sungai Jragung;
Sungai Wulan;

® o o

Sungai Jajar; dan

—

Sungai Dolog.
Pasal 42
Sempadan saluran ingasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf ¢ meliputi -
d. Daerah Irigasi Sedad Dempet;
. Daerah Irigasi Klamby Kiri;
¢. Daerah Irigasi Sedadi Godong;
d. Daerah Irigasi Guntur Hanan;@ﬂ
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e. Daerah Irigasi Guntur Kiri;

gy

Daerah Irigasi Polder Batu:
Daerah Irigasi Gablok:

= @

Daerah Irigasi Glapan Kanan,

Daerah Irigasi Glapan Kiri;

j. Daerah Irgasi Jragung;

k. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru:

.. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran,

m. Daerah Irigasi Dolok Kanan:

n. Daerah Irigasi Dolok Kiri: dan

0. Daerah Irigasi Pucanggading Kanan.
Fasal 43

Sempadan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d meliputi -
Kecamatan Karangawen;

o

Kecamatan Guntur:
Kecamatan Dempel;
Kecamaltan Mijen;

Kecamalan Karanganyar,

recamatan Bonang; dan

g HKecamalan Wedung,
Paragraf 3

Rawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya
Fasal 44

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 huruf ¢ terdiri atas -

d.  pantai berhutan bakau: dan
h. kawasan cagar budaya,
Fasal 45

Pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terletak di
sepanjang pesisir pantai meliputi

8. Kecamalan Sayung dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
b. Kecamalan Karangtengah dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar:
¢. Kecamatan Bonang dengan luas kurahg lebih 14 (empat belas) hekiar: dan
d. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 45 {empat puluh lima) hektar.
Pasal 46
Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b n1elipu1)5i’"
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a. Masjid Agung Demak: dan
b Makam Sunan Kalijaga Kadilangu,
Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 47

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimasud dalam Pasal 37 huruf d terdiri
alas:

d. Kawasan rawan banjir:
b.  kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi;
kawasan rawan longsor:

o3

Kawasan rawan kekeringan; dan

® @

Kawasan rawan angin topan.
Pasal 48

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksid dalam Pasal 47 huruf a melipuli:
Kecamatan Mranggen:

o

Kecamalan Guntur:
Kecamatan Sayung;

2 .

Kecamatan Karangtengah

¢ Kecamalan Bonang;

[ Kecamalan Mijen;
Kecamatan Karanganyar:

h. Kecamatan Rebonagung,

i Kecamatan Dempet:

| Kecamatan Gajah:

k. Kecamatan Wedung;

| Kecamalan Lremak;

m. Kecamatan Wonosalam dan

n. Kecamalan Karangawen,

Pasal 49

Kawasan rawan gelombang pasarig Can abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 huruf b meliputi:

a. Kecamalan sSayung;

b.  Kgcamatan Karangtengah:
€. K2camalan Bonang; dan
d. Kecamatan Wedungi&"
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Pasal 50
Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud dalam Fasal 47 huruf c meliputi
8. Kecamatan Mranggen: dan
b.  Kecamalan Kawangawen,

Pasal 51

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d
meliputi;

Kecamalan Bonang;
Kecamatan Demak :

a
b

¢. Kecamatan Dempet:
d. Kecamalan Gajah:

2. Kecamatan Guntur:

f.  Kecamatan Kara nganyar:

9. Kecamatan Karangawen:

n. Kecamalan Karanglengah:

. Kecamatan Kebanagung:

J. Kecamatan Mijen:

k. Kecamatan Mranggen;

I Kecamalan Sayung,

m. Kecamatan Wedung; dan

n. Kecamalan Wonosalam

Pasal 52

Kawasan rawan angin lopan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e
melipuli:

a. Kecamatan Bonang;
b. Kecamatan Demak:
Kecamatan Dempet;

C
d. Kecamatan Gajah;

m

Kecamatan Guntur:
f.  Kecamatan Karanganyar,
Kecamatan Karangawen:

_:I-"".I:i-

Kecamatan Karangtengah:

Kecamatan Kebonagung:

j.  Kecamatan Mien:
K. Kecamatan Mranggen;

I.  Kecamatan Sayungﬂr’




m. Kecamalan Wedung; dan

n. kecamatan Wonosalam.

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e

Paragraf 5
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 53
meliputi :
4. ruang terbuka hijau perkelaan: dan

b.

kawasan plasma nutfah.

(2] Ruang terbuka hijau kawasan perkolaan sebagaimana dimaksyd pada ayat (1)

huruf a dengan luas kurang lebih 5.385 Ha (

lima) hektar meliputi -

d,
D
c.
d
e

f.

= 2

m.

m,

(3) Kawasan plasma nutfah seha

Kawasan Perkolaan Demak.
Kawasan Perkolaan Mranggen,
Kawasan Perkotaan Wedung;
lbukota Kecamatan Gajah:
Ibukota Kecamatan De mpet:
Ibukota Kecamatan Gunlur,
Ibukota Kecamatan Sayung,
Ibukota Kecamatan Karanglengah:
Ibukola Kecamatan Bonang,
Ibukota Kecamatan Karangawen:
Ibukota Kecamatan Wonosalam:
Ibukola Kecamatan Karanganyar;
Ibukota Kecamalan Mijen; dan
Ibukota Kecamalan Kebonagung

di kawasan pesisir melipul; -

d.

b
c.
d

Kecamatan Sayung;
Kecamalan Karanglengah:
Kecamatan Bonang: dan
Kecamatan Wedung.
Bagian Ketiga

lima ribu tiga ratus delapan pulub

gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada

Kawasan Budidaya

Pasal 74

0 budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri

Kawa
alas ¢




kawasan peruntukan hutan produksi:

g m

kawasan peruntukan pertanian:
kawasan peruntukan peri<anan;
kawasan peruntukan pertambangan;

® a o

kawasan peruntukan Industri;

—

kawasan peruntukan pariwisata:

kawasan peruntukan permukiman; dan

h. kawasan pertahanan dan keamanan
Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 55

\1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa)
54 huruf a dengan luas kurang lebih 3.422 Ha (tiga ribu empat ratus dua puluh
dua) hektar terdiri atas :

8. kawasan perunfukan hiulan produks; lerbatas; dan
b. kawasan Peruntukan hutan produkes; tetap:

(2) Kawasan peruniukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksyd pada ayat
(1) huruf 5 dengan luas kurang lebih 982 Ha (sembilan ratys delapan puluh dua)
heklar berada dj Kecamatan Karangawen

(3) Kawasan Peruniukan hutan produksi tetap seébagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dengan lyas Kurang lebih 2.440 Ha (dua ribuy empat ralus empat puluhy)
hektar meliput; -

4. Kecamatan Karangawen dan
b. Kecamatan Mranggen, _
Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 55

Kawasan peruntukan pertanian sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 54 huruf b
terdiri atas -

d. kawasan tanaman pangan;
b. kawasan hortikultura: dan
C. kawasan pelernakan.
Pasal 57

(1) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2b huruf a
terdiri alas :

8. lahan sawah irigasi: dan

0. lahan sawah bukan irigas&ﬂ"'




(2)

Lahan sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas
kurang lebih 43.841 Ha (empal puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh
satu) hektar meliputi -

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 3.349 {tiga ribu tiga ratus
empat puluh sembilan) heklar,

b. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 4 157 {empat ribu seratus
lima puluh tujuh) heklar:

¢ Kecamalan Dempet dengan luas kurang lebih 4 782 {empat ribu tujuh ratus
delapan puluh dua) hekiar

d.  Kecamalan Gajah dengan luas kurang lebih 3.539 (liga ribu lima ratus liga
pulub sembilan) heklar:

e, Kecamatan Gunlur dengan luas kurang lebih 2.218 {dua ribu dua ratus
delapan belas) heklar:

f. Kecamalan Karanganyar dengan luas kurang lebih 4.945 (empat riby
sembilan ratus empat puluh lima) hektar

0. Kecamalan Karingawen dengan luas kurang lebih 2 788 {dua ribu tujuh
ralus delapan puluh enam) heklar:

n.  Kecamalan Karangtengah dengan luas kurang lebih 3.672 (tiga ribu enam
ralus tujuh puluh dua) heklar

. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 3.315 (tiga ribu tiga
ratus lima belas) heklar-

I Kecamatan Mien dengan luas kurang lebih 3.834 (iga ribu delapan ralus
tiga puluh empat) hekiar:

k. Kecamalan Mranggen dengan fuas kurang lebih 2 954 (dua ribu sembilan
ralus lima puluh empal) heklar,

| Kecamalan Sayung dengan luas kurang lebih 2760 (dua ribu tujuh ratus
enam puluh) hektar:

m.  Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 3.757 (liga ribu lujub ralus
lima puluh tujuh) hektar: dan

n. Kecamalan Wonosalam dengan luas kurang lebih 3.773 (tiga ribu tujuh
ratus tujuh puluh tiga) hektar

Lahan sawah bukan irgasi sthagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b .
dengan luas kurang lebih 1195 Ha (seribu seratus embilan puluh lima) hektar
melipuli :

4. Kecamatan Demak dengan luas kurang lebih 165 {seratus enam puluh
lima) hektar: '

b.  Kecamalan Gajah dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empal) hektar:

't Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 268 (dua ratus enam

puluh delapan) hektar:

d.  Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 723 (tujub ratus dua puluh tiga)
hektar; dan

. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 5 (lima) hel-:iar.r
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{4)

5]

(1)

kawasan lanaman pangan diarahkan sebagal  kawasan perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan

kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat {4) lokasinya diatur lebih lanjul dalam rencana defail tata
ruang kabupaten,

Pasal 58
Kawasan horlikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dengan
luas kurang lebih 5574 Ha (lima ribu lima ratus tujuh puluh empat) heklar
melipuli;

a. Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 547 (lima ralus empal puluh
tujuh} hektar;

b. Kecamatan Demak dengan luns kurang lebih 105 {seralus lima) hektar:

¢. Kecamalan Dempel dengan luas kurang lebil 423 {empat ratus dua puluh
liga) hektar;

d. Kecamatan Gajah dengan luas kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh
enam) hektar:

e. Kecamatan Guntur dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar

f. Kecamatan Karanganyar dengan luas kurang lebih 152 (seratus lima puluh
dua) heklar:

9. Kecamatan Karangawen dengan luas kurang lehbih 24 (dua puluh empat)
heklar,

h. Kecamatan Karangtenjah dengan luas Kurang lebih 78 (tujuh puluh enam)
hektar,

. Kecamatan Kebonagung dengan luas kurang lebih 676 (enam ratus tujuh
puluh lima) hektar

J.  Kecamatan Mien dengan luas kurang lebih 823 (delapan ratus dua puluh
tiga) hektar:

k. Kecamatan Mranggen dengan luas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat
puluh lima) hektar:

| Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.078 (seribu lujuh puluh
delapan) heklar;

m. Kecamatan Wedung dengan luas kurang lebih 367 (liga ratus enam puluh
tujuh) hektar: dan

n. Kecamatan Wonosalam dengan luas kurang lebih 113 (seralus tiga belas)
neklar.

Kawasan yang ditelapkan dengan peruniukan kawasan pertanian hortikultura
3ebagaimana dimaksud pada ayal {1} juga ditetapkan sebagai lahan cadangan
pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kegiatan peternakan,
pengembangan  kegiatan  perikanan daral, cadangan pengembangan
permukiman, dan pengembangan kawasan lainnya yang diatur dalam rencana
rinci tata ruang
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Pasal 59

(1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf ¢ terdir
alas:

a. ternak besar,
b. ternak kecil: dan
€. lernak unggas.

() Ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayal (1} huruf a meliput -
d. Kecamatan Mranggen:
b. Kecamatan Karangawen:
. Kecamatan Guniur:
d. Kecamatan Wonosalam:
. Kecamatan Dempet:
[ Kecamatan Gajah: dan
g. Kecamatan Karanganyar,

(3) Ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di
seluruh wilayah kecamatan

{4} Ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi |

a. Kecamalan Karanglengah:
b. Kecamatan Bonang;
C. Kecamatan Wedung;
d. Kecamatan Mijen:
€. Kecamatan Gajah
[. Kecamatan Karanganyar;
9. Kecamalan Demak’ dan
h. Kecamatan Wonosalam.
Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan
Fasal 60
(1) Kawasan peruntukan pEri}:.ar‘ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf ¢
terdiri alas ;

a. perikanan tangkap:

b. perikanan budidaya tambak;

C. perkanan budidaya air tawar: dan
d. pengolahan perikanan,

(2} Rencana pengemba perikanan langkap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf 3 meliputi:?ﬂ




kawasan penangkapan ikan skala kegil dengan area tangkapan aniara 0-3
mil dari pantai;

kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan area tangkapan antara
3-6 mil dari garis pantai: dan

kawasan penangkapan ikan skals besar dengan area tangkapan diatas 6 mil
dari garis pantai.

{3} Rencana untuk mendukung peningkatan hasil perikanan langkap sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) meliputi

(%)

d.

pengembangan dan peningkalan Pelabuhan Perikanan Panlai dan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak berada di Kecamatan Wedung:

peningkalan sarana dan prasarana pendaralan kapal dan/atau perahu serla
sarana dan prasarana TP| meliputi -

1. Kecamatan Sayung;
2. Kecamalan Karanglengah;
3. Kecamalan Bonang: dan

4. Kecamatan Wedung,

Rencana pengembangan budidaya perikanan tambak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b melipuli ;

d.

Kecamatan Sayung dengan luas kurang lebih 1.219 Ha (seribu dua ratus
sembilan belas) hekiar

Kecamalan Karanglengah dengan luas kurang lebih 548 Ha (lima ratus
empal puluhh delapan) heklar:

Kecamatan Bonang dengan luas kurang lebih 761 Ha (lujuh ratus enam
pulun satu) heklar; dan

Kecamatan Wodung dengan luas kurang lebih 3.518 Ha (liga ribu lima ratus
delapan belas) hakiar,

Rencana pengembangan budidaya perikanan air lawar sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) hurul ¢ mefiputi ;

a.
b,
C.
d.

&

f.

q.
h.

Kecamatan Mijen;
Kecamalan Gajah
Kecamatan Karanganyar,
Kecamatan Wanosalam,
Kecamalan Dempel;
Kecamatan Kebonangung;
Kecamatan Karangawen: dan

Kecamatan Mranggen.

Rencana pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) hiruf d melipuli :

a.

Kecamatan Bonang; dané{’/

A



b. Kecamalan Wedung

[T} Pengembangan kegiatan perkanan Pemerintah Daerah akan mendarong dan
alau  memiasilitasi pengembangan  kegiatan produksi pengolahan, dan
pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan dengan pendekatan
pembangunan minapolitan,

Paragraf 4
Kawasan Peruntukkan Pertambangan
Pasal 61

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d
terdiri atas :

8. minyak dan gas bumi: dan
b. mineral dan batubara.
Fasal G2

(1) Minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdir
atas :

d. daerah terbuka: dan
b. wilayah Kerja Blok Blora.
12} Daerah terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayal (1) huruf 3 mefipuli .
d. Kecamatan Gajah: dan
b. Kecamatan Karangayar.

(3) Wilayah Kerja Blok Biora sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi -

a. Kecamalan Sayung:

b. Kecamalan Karanglengah;
Kecamatan Demak:
Kecamatan Wonosalam:

® a o

Kecamatan Mranggen;

—

Kecamalan Karangawen:

Kecamatan Gunior

L=

h. Kecamatan Dempet: dan
I Kecamatan Kebonagung,
1 Pasal 63

(1) Kawasan peruntukan perlambangan mineral dan batubara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 hurul b Derupa kawasan pertambangan mineral bukan
logam.

(2) Kawasan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
alas:

a. pasir sungair

o o




()

(7)

b. tanah urug;
C. balu gamping; dan
d. lempung,

Fasir sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang
lebih 28 Ha (dua puluh delapan) heklar meliput -

a. Kecamatan Karangtengah,
b. Kecamatan Mranggen: dan
C. Kecamatan Karangawen.

Tanah urug sebagaimana dimaksyd pada ayat (2) huruf b dengan luas Kurang
lebin 2.290 Ha (dua ribu dua ralus sembilan puluh) hektar meliputi ;

a. Kecamatan Mranggen: dan
b. Kecamatan Karangawen.

Batu gamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ dengan luas kurang
lebih 48 Ha (empat puluh delapan ) hektar meliputi -

a. Kecamatan Mranggen: dan
b. Kecamatan Karangawen,

Lempung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang
lebih 21.430 Ha (dua puluh saty rbu sempat ratus tiga puluh) hektarmeliputi

2. Kecamatan Wedung;
Kecamalan Mijen:
Kecamatan Karanganyar:
Kecamatan Gajah;

T a o o

Kecamalan Dempat,

—_—

Kecamatan Demak:
Kecamatan Wonosalam:

o

h. Kecamatan Bon ang;

I.  Kecamalan Sayung;

. Kecamatan Karangtengah:
K. Kecamatan Guntur:

.  Kecamalan Mranggen: dan
m. Kecamatan Karangawen,

Pengaturan  lokasi wilayah usaha pertambangan  (WUP) dan wilayah
pertambangan (WPR) akan diatur dalam Peraturan Bupati
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(1)

(2)

(4)

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 64
Kawasan peruntukan indusisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e

terdiri atas ;

a. induslri besar:

b. industri menengah: dan

C. industri kecil dan/atat mikro.

Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk
kegiatan pengalahan dan pergudangan,

Industri menengah lan industri kecil danfatau mikro sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan ¢ diarahkan untuk mendukung potensi ekonomi okal
meliputi :

&. hasil pertanian:
b. makanan:

C. Kerajinan; dan

d. komoditas lainnya,

Industri menegah dan industri kecil danfatau mikro yang memiliki keterkaitan
produksi dengan potensi ekonomi lokal dapat bercampur dengan kawasan
permukiman dengan memperhatikan keserasian dan daya dukung prasarana
kawasan,

Kawasan peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dengan luas
kurang lebih 1800 Ha (seribu delapan ratus) hektar meliput;

d. Kecamatan Sayung,;

b. Kecamatan Karangtengah;

C. Kecamatan Demak:

d. Kecamatan Mijen;

e. Kecamatan Karanganyar:

f. Kecamatan Mranggen; dan

g. Kecamatan Karangawen dan

h. Kecamatan Wonosalam
Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 65

Rencana pengembangan kawasan Peruntukan  pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 huruf f terdiri atas -

a. pariwisata alam;

L2

pariwisata budaya: dan

C. pariwisata buatan#




\2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
a. Panlai Morosari;
b. Pantai Morodemak:
c. Pantai Surodadi:
d. Hutan Wisata Wonosekar: dan
e Waduk Bengkah
(3} Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b meliputi -
a. Masjid Agung Demak:
L. Makam Sunan Kalijga Kaditingu:
C. Museum Masijid Agung;
d. Tradisi Grebeg Demak: dan
e. Tradisi sedekah laut di kawasan pantai.
(4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi ;
2. Bendung Gerak Kali J: jar;
b, Bendung Karet Kalijajar;
¢. Bendung Karet Kali Kumpulan:
d. Taman Ria Kotz Cemak: dan
Agrowisata,

e

Paragraf 7
Kawasan Peruntukkan Permukiman
Fasal 66

(1} Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf
g terdiri atas :

d. kawasan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan permukiman perdesaan.

{2) Kawasan permukiman Perkolaan sebagaimana dimaksyd pada ayal (1) huruf a
melipuli :

a. Kawasan Perkotaan Demak:

b. Kawasan Perkotaan Mranggen:

. Kawasan Perkotaan Wedung;

d. Ibukota Kecamatan Gajah;

e. |bukota Kecamatan Dempet;

. Ibukota Kecamatan Guntur,

9. Ibukota Kecamatan Sayung;

h. Ibukota Kecamatan Karangtengah:
. Ibukota Kecamatan Bonang; ﬂ”“’
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j. Ibukata Kecamatan Karangawen,
k. lbukota Kecamatan Wonosalam,
| lbukola Kecamatan Karanganyar,
m. |bukola Kecamatan Mien; dan

n. |bukota Kecamatan Kebonagung

(3} Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berada di seiuruh wilayah Daerah

Paragraf 8
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 67

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

huruf b terdiri atas :
a. Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi -

1. kantor Komando Rayon Militer {Koramil) berada di seluruh Kecamatan;
dan

2. kantor Kemando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Demak.
b. Kanlor Kepolisian Republik Indonesia meliputi .
1. kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan: dan

2. kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Demak,

(2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB YV
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Pertama
Umum
Pasal 68
rawasan slrategis meliputl .
a. kawasan stralegis provinsi di Daerah_ dan
b kawasan straleqis Daerah.
Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi Di Daerah
Pasal 69

Kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf
a terdiri atas :

a. kawasan straltegis dari sudut kepentingan perumbuhan ekonomi berupa
Kawasan Perkotaan Kendgl - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang -
Purwodadi {Kedungsepur),
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{1)

12)

kawasan slralegis dari sudul kepenlingan sosial dan budaya berupa Kawasan
Masjid Agung Demak dan Kadilangu:

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Daerah
Pasal 70

Kawasan strateqis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b
melipuli

8. “kawasan strategis dari sudut kepenlingan pertumbuhan ekonomi,
b. kawasan strategis dari sudul kepenlingan sosial dan budaya; dan

C. kawasan stralegis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung
ingkungan hidup.

Pasal 71

Kawasan stralegis dari sudyl kepentingan pertumbuhan ekenomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a melipyt; -

a. kawasan Sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewat; Kecamatan
sayung - Kecamalan Karanglengah - Kecamalan Demak - Kecamatan
Gajah - Kecamatan Karangayar

b. kawasan wisala pantai Surodadi i Kecamatan Sayung; dan
C. kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamalan Bonang

Kegiatan yang dikembangkan pada kKawasan slrategis sepanjang koridor jalan
arteri primer yang melewai Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah -
Kecamatan Demak - Kecamalan Gajah - Kecamatan Karangayar sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) hurul a melipug -

Industri:

w

b, perdagangan dan jasa;
C. oullet pemasaran hasil komodilas Caerah: dan
d. permukiman perkotaan.

Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan slralegis wisata pantaj Surodadi di
Kecamalan Sayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
pengembangan wisata bahari

Kegiatan yang dikernbangk sn pada kawasan strategis Pelabuhan Perikanan
Pantai Morodemak di Kecamalan Bonang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berupa peningkatan prasarana pefabuhan perikanan

Pasal 72

Kawasan stralegis dari Sudul kepentingan sosial dan budaya sebagaimana
dirnaksud dalam Pasa| 70 ayat {1} huruf b berupa kawasan Perbatasan yang
meliuti:
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(1)

(3)

a. kawasan perbatasan Kecamatan Sayung - Kecamatan Genuk {Kota
Semarang);

b. kawasan perbalasan Kecamalan Mranggen - Kecamatan Pedurungan (Kota
Semarang),

¢. kawasan perbalasan Kecamatan Dempel - Kecamatan Godong (Kabupaten
Grabogan);

d. kawasan perbalasan Kecamatan Mijen - Kecamatan Welahan (Kabupaten
Jepara); dan

e. kawasan perbalasan Kecamalan Karanganyar — HKecamatan Jali
(Kabupaten Kudus)

Kegiatan yang dikembangkan di kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pemaduserasian pembangunan prasarana dan sarana
lintas daerah.

Pasal 73

Kawasan slrategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat {1) huruf d meliputi ;

a. kawasan rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan
Karanglengah dan Kecamalan Bonang; dan

b. kawasan rawan sedimentasi dan tanah limbul di Kecamatan Wedung,

Kegiatan yang dikembangkan pada kawasan stralegis rawan abrasi dan rob
panlai di Kecamalan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamalan
Bonang sebagaimana dimaksud pada ayal (1} hurul a berupa penanganan
rmasalah rob dan abrasi,

Kegialan yang dikembangkan pada kawasan stralegis rawan sedimentasi dan
tanan timbul di Kecamatan Wedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berupa identifikasi tanah negara dan arahan pengelolaaannya.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 74
Arahan pemanfaatan ruang meliputi:

a. perumusan program sekloral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan
pola ruang wilayah dan kawasan strategis, dan

b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang
wilayafr kola dan kawasan strategis.

Perumusan program sekloral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola
ruang wilayah dan kawasan siralegis sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun
berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek
mengganda sesual arahan umum pembangunan Daerah.
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Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Struktur Ruang
Paragraf 1
Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 75
Arahan perwujudan sistem perkotaan meliputi :
a. pengembangan PKL dan PKLp dilakukan melalui :
1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
penyusunan peraturan zonasi;
penyusunan rencana lata bangunan dan lingkungan;
penyusunan panduan rancang kola; dan

I R ke D

pengendalian kegialan komersial / perdagangan, mencakup pertokoan,
pusat belanja, dan sejenisnya,

b. pengembangan PPK dilakukan melalui;
1. penyusunan rencana delail tala ruang kola:
2. penyusunan peraluran zonasi;
3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
4

pengendalian kegiatan komersialiperdagangan, mencakup pertokoan dan
pusat belanja.

¢. pengembangan PPL dilakukan melalui:

1. penyusunan rencana delail lata ruang kota: dan

2. pengendalian kegiatan komersialiperdagangan, mencakup pertokoan dan
pusat belanja.

Pasal 76
Arahan perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui;
4. penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaaan: dan
b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 77
Arahan perwujudan sislem jaringan prasarana transportasi meliputi ;
a. pengembangan sistem prasarana jaringan jalan dilakukan melalui
1. pengembangan dan peningkatan jalan arteri primer

a) pembangunan jalan bebas hambatan Semarang — Demak:

b) peningkatan Ruas Jalan arteri; jalur Kota Semarang - Sayung -
Karanglengah - Demak - Gajah - Karanganyar — I{udus;w
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2. peningkatan Jalan kolektor primer meliputi

a)

b)
c)

Jalur Semarang - Mranggen - Karangawen - Gubug — Kebonagung -
menuju Purwodadi:

Jalur Demak - Wonosalam - Dempet - menuju Purwodadi: dan
Jalur Trenggulil Gajah - Mijen - Welahan Jepara,

<. peningkatan Jaln lokal primer meliputi:

=
T

jalur Demak - Bonang / Wedung:

ruas jalan Demak - Bonang - Wedung;
uas jalan Kalikondang - Tlogodowo.

ruas jalan Onggorawe — Waru — Mranggen;

fuas jalan Mranggen - Kangkung - Kebonbatur — Banyumeneng/
Girikusumo;

ruas jalan Kangkung - sumbergjo - Margohayu - Wonosekar -
Tlogorejo,

ruas jalan Karangawen — Jragung;

ruas jalan Karanglengah - Guntur - Karangawen;

ruas jalan Pamongan - Bulusari - Banjardowo (Semarang);
ruas jalan Onggorawe - Suradadi;

ruas jalan Karangtengah - Tambakbulusan;

ruas jalan Desa Srwulan - Bedong — Timbulsluko - Surodadi —
Tambakbulusan - Morodemak - Furworejo

ruas jalan Desa Berahan Wetan - Babalan - Kedungmutih —
Kedungkarang - Tedunan:

ruas jalan Wedung - Bungo -Jetak — Mijen:

fuas jalan Karanganyar - Kedungwary kidul Gempolsongo - Mijen:
ruas jalan Bungo - Mutih Kulan;

ruas jalan Karangnyar - Sambung - Sidomulyo - Merak,

ruas jalan Gajah - Dempel

ruas jalan Dempet - Sidomulyo; |

ruas jalan Demung Trengguli

ruas jalan Dempet - Kebonagung;

ruas jalan Karangtengah - Pasar Wonosalam — Dore ng — Megonten;
ruas jalan Demak - Pasar Wonosalam:

ruas jalan Mranggen - Batursar — Pucanggading ./ TVRI -
kebonbatur; dan

ruas jalan Jalan flingkar Mra nggen.‘ﬁ'd




4. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan diseluruh  wilayah

Daerah
b. pengembangan angkutan umum dilakukan melalyi
1. studi kelayakan sistem angkutan:

2. penyediaan pemberhentian unluk angxutan umum bus maupun non-bus

yang memadai; dan

3. penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan

terminal.
C. pengembangan sarana transportasi dilakukan melalyi

1. pembangunan terminal penumpang lipe A berada di
Demak.

2. peningkatan terminal penumpang tipe C meliputi -
a) Kawasan Perkolaan Mrangaen:
b) Kawasan Perkotaan Wedung;

c) lbukota Kecamatan Wanosalam:

LT - R
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) Ibukota Kecamatan Gajah;

) Ibukela Kecamatan Karanganyar;

) Ibukota Kecamatan Mien

g) Ibukota Kecamatan Bonang;

h) Ibukota Kecamatan Sayung;

i) lbukola Kecamatan Karanglengah:

j}  lbukola Kecamatan Guntur:

k) lbukata Kecamatan Dempet.

) Ibukota Kecamatan Karangawen: dan

m) Ibukota Kecamatan Kebanagung.

Kawasan Perkotaan

3. pengembangan terminal barang direncanakan di Kecamatan Sayung.
d. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dilakukan melalui

1. penetapan jalur perlinla san; dan
2. pembangunan slasiun kerelg api.
| Paragraf 3
Perwujudan Sistem Jaringan Energi
Pasal 78

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana energi dilakukan melaluij:

a. pembangunan jaringan pipa gas;

b. Peningkatan sistem jaringan saluran udara legangan ekstra linggi, saluran
udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan menengah, dan saluran udara

tegangan rendah:




C. pengembangan daya listrik;
d. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatii
Paragraf 4
Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 79
Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana lelekomunikasi dilakukan melalui:
a. ' peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap Kecamatan:
b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran:
C. peningkatan sistem hubungan lelepon otomatis dan telepon umum: dan
d. pengaluran penggunaan menara bersama.
Paragraf 5
Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 80
Arahan perwujudan sistern jaringan prasarana sumber daya air meliputj ;
8. pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui
1. pelestarian sumber mata air dan kanservasi daerah resapan air

2. pengawasan dan Fenertiban sumber air yang berasal dari sumber ajr
tanah dalam:

3. pembangunan embung melipuli ;

a) Kecamatan Karungawen:
b) Kecamatan Guniur:

c) Kecamatan De mpel:

d) Kecamalan Mijen; -

e} Kecamalan Karanganyar:
fl Kecamalan Bonang; dan
g) Kecamatan Wedung,

b.  peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalyi:

1. pengembangan kemitraan dengan *pihak swasta dan atay masyarakal
dalam memperluas wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan
air minum: dan

2. perbaikan jaringan Pipa air minum yang ada secara bertahap dan
meningkatkan manajemen Operasi dan pemeliharaan pelayanan air
minum.

Paragraf §
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 81
Perwujudan sistem jaringan prasarana lginnya terdiri atas 4(—-’
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d. program sistem prasarana persampahan meliputi:

Ty

2,
3.
4

on

peningkatan dan pengembangan lempal pemrosesan akhir:
peningkatan dan pengembangan tempat penampungan semenlara;
pregram pengelolaan sampah 3R:

penyediaan tempat sampah organik dan non-organik di kawasan
perkotaan;

studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu: dan

usaha reduksi melalyi pengomposan, daur ulang dan pemilahan antarg
sampah organik dan non-organik,

b. program sistem jaringan prasarana air minum melputi ;

1
Fid
3,

4,

penambahan kapasitas dan revitalizasi sambungan rumah:
pengembangan jaringan dislribus utama;

penambahan kapasitas dan revitalisas; jaringan perdesaan di seluryh
kecamalan: dan

pengembangan dan peningkatan reservoir.

C. program sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah meliputi:

1.
2,
3.

rembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri
Pemantapan instalasi pengolahan limbah linja;

pengembangan  sislem pengolatan  dan pengangkulan  limbah  tinja
berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah tangga perkotaan: dan

pengembangan sistem pengolahan fimbah koloran hewan dap iimbah
rumah tangga perdesaan

d. program sistem jaringan prasaranz drainase melipuli:

1

2,
3.
4

pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder:
normalisasi saluran sungai- dan

memantapkan rencana Pengembangan dan pengelolaan saluran drainase
di seluruh kawasan perkotaan,

e, Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui ;
1. pengembangan jalur evakuasi bencana: dan

3

pengembangan ruang evakuasi benc ana.&fﬂ




d. program sistem prasarana persampahan meliputi:

T

2,
5
4

h

peningkatan dan pengembangan lempal pemrosesan akhir:
peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;
pregram pengelolaan sampah 3R;

penyediaan lempal sampah organik dan non-organik di kawasan
perkotaan;

studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu: dan

usaha reduksi melalyj pengomposan, daur ulang dan pemilahan antars
sampah organik dan non-organik,

b.  program sistem jaringan prasarana air minum meliputi ;

1,
Fih
3,

4,

penambahan kapasitas dan revilalizasi sambungan rumah:
pengembangan jaringan distribusi utama;

penambahan kapasitas dan revilalisas; jaringan perdesaan di seluruh
kecamatan: dan

Pengembangan dan peningkatan reservair.

C. program sistem jaringan prasarana pengelolaan air limbah meliputi:

1.
2
3.

pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industr|
pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;

Pengembangan  sislem pengolatian  dan pengangkulan fimbah  tinja
berbasis masyarakat (sanimas) dan rumah lendga perkotaan: dan

pengembangan sistem pengoiahan fimbah koloran hewan dap iimbah
rumah tangga perdesaan

d. program sistem Jaringan prasarana drainase melipuli:

1

2,
=%
4

pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder:
normalisasi saluran sungai- dan

memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase
di seluruh kawasan perkotaan,

e, Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana dilakukan melalui ;

E
2,

pengembangan falur evakuasi bencana: dan

pengembangan ruang evakuasi heacana.&"r




Bagian Ketiga
Arahan Perwujudan Pola Ruang
Paragraf 1
Kawasan Lindung
Pasal §2

Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya dilakukan melalui:

a.  pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifal menghalangi masuknya air
hujan ke dalam tanah:

b. pengaturan berbagai usaha dan/alay kegialan fahan di kawasan yang
memberikan perlindungan lerhadap kawasan bawahannya yang dimiliki
masyarakat;

. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakatl dalam upaya
pelestarian kawasan: dan

d. penghijavan,
Pasal 83
Arahan perlindungan kawasan periindungan selempat melipuli :
a. arahan perlindungan sempadan pantal dilakukan melalui:
1. penetapan batas sempadan pantai:
2. pengelolaan kawasan tanah timbul;
3. penetapan batas kawasan pasang surul; dan
4. penghijauan.
0. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalyj:
1. penetapan sempadan Surgal di kawasan perkotaan dan perdesaan;
2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai;
3. penertiban bangunan diatas sempadan sungai; dan
4. pengﬁijauan.
C. arahan perlindungan sempadan saluran Irigasi dilakukan melalui:

1. penetapan sempadan saluran rigasi di  kawasan perkotaan dan
perdesaan:

2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi;
3. penertiban bangunan diatas sempadan saluran irigasi; dan
4, penghijauan,
d. arahan perlindungan kawasan sempadan embung dilakukan melalyi
1. penetapan balas sempadan embung; dan

2. pe nghijauzm-fi/
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Fasal 84
Arahan perlindungan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi -
a. arahan perlindungan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui:
1. pemeliharaan kawasan hutan bakau; dan
2. penghijauan,
b. arahan perlindungan cagar budaya dilakukan melalui
1. pelestarian bangunan cagar budaya: dan
2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.
Pasal 85
Arahan perlindungan kawasan bencana alam melipuli:
a. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalyi:

1. pengendalian pembangunan  kawasan permukiman  dan fasilitas

pendukungnya;
2. pengembangan jalur niang evakuasi; dan

J.  melakukan program  pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di

Kawasan rawan banjir,

b. arahan perindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abras; dilakukan

melalui: -
1. pembangunan tanggul penahan abrasi: dan
2. penghijauan lepi pantai,

C. arahan perlindungan kawasan rawan langsor dilakukan melalui program:

1. pengendalian pembangunan  kawasan permukiman  dan  fasilitas

pendukungnya; dan
2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi
d. arahan perfindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalyi:
1. pembangunan sumur dalam;
2. pengembangan bangunan penyimpan air dan
3. pengembangan kegialan dan/atau komoditas pertanian hemat air
€. arahan perlindungan kawasan rawan anginJTmpan dilakukan melalui;

1. pengendalian pembangunan  kawasan permukiman dan fasilitas

pendukungnya;
2. pengembangan jalur ruang evakuasi: dan

3. melakukan program pembm%n/dan penyuluhan kepada masyarakat dj

kawasan rawan angin lopan,
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Paragraf 2
Kawasan Budidaya
Fasal B&
Arahan perwujudan kawasan hutan produksi dilakukan melalui:

d. penelapan kawasan dan stralegi penanganan kawasan hutan produksi
burdasarkan kesesuaian tanahnya; dan

b. pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25.
40% yang dikuasai rasyarakat: :

Pasal 87
Arahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui:
a.  penetapan lahan pertanian pangan berkelanjulan:

b.  pengaluran debit air ingasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan
air; dan

C.  pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan ingasi.
Fasal 88
Arahan perwujudan kawasan pertambangan dilakukan melalu;
- a8 identifikasi potensi lambang;
b. penetapan kawasan perlambangan yang dapat digksploitasi: dan
€. pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah.
Pasal 89
Arahan perwujudan kawasan peruntukan Industr dilakukan melalui
4. pengembangan sistem insentif xegialan industri;
0.  identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri
C. pengembangan kawasan induslri: dan
d.  peningkatan kualitas sumber daya manusia.
' Pasal 90
Perwujudan kawasan pariwisala dilakukan melaiuj
8. pengembangan atraksi wisata:
0. pengembangan pusat informasi wisata: dan °
g, peningkaién dan pengembangan objek wisala,
Pasal 91
Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:

4. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang ferpadu dengan tempat
usaha pertanian. '

b.  mengembangkan strukiur rang perdesaan melaly -
1. pembentukan pusat pelayanan lingkungan: danr
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2. meningkatkan kelerhubungan ekonomi antara pusat desa dan wilayah
pelayanannya.

C. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu  mendorong
perkembangan kawasan perdesaan,

Pasal 92
Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui:
a. penyediaaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman;
b.  mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota: dan

C. penyediaan berbagai [esillas sosial ekonomi yang mampu mendorong
perkembangan kawasan perkotaan.

Pasal 93
Arahan perwujudan kawas an permukiman perdesaan dilakukan melalui:

d. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang lterpadu dengan tempat
usaha pertanian.

b. mengembangkan struklur ruang perdesaan melalui :
1. pembentukan pusal pelayanan lingkungan; dan

2. meningkatkan keterhubungan ekonomi antara pusal desa dan wilayah
pelayanannya.

3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong
perkembangan kawasan perdesaan,

Fasal 94
Perwujudan ruang lerbuka Nijau melipuls ;
8. pengembangan laman lingkungan:
b. pengembangan jalur hijau; -
C. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan
d. penghijauan makam

Bagian Keempat
Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 95,

Perwhjudan Kawasan slrategis bidang pertumbuhan ekonomi meliputi ;

8 perwujudan kawasan sepanjang keridor jalan arteri primer yang melewat]
Kecamatan Sayung - Kecamatan — Karanglengah - Kecamatan Demak -
Kecamatan Gajah - Kecamatan Karangayar dilakukan melalui:

; B Pengaturan pengembangan pengendalaian pemantfaalan ruang;
2. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;

3. pengembangan seklor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam
salu kesaluan pengembangan; dan

4. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan indus!ri.‘%/
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b.  perwujudan kawasan wisala pantal Surodadi berada di Kecamatan Sayung
dilakukan melalui:

1. pembangunan sarana lamba perahu/ kapal;
2. pengembangan kegiatan wisala bahari; dan
3. pembangunan sarana pendukung wisala ulama.

€. perwujudan kawasan Pelabuhan Perikanan Partai Morodemak berada di
Kecamatan Bonang dilakukan melalui

1. peningkatan akses menuu  kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai
Morodemak:

pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimenlasi;
3. pengembangan fasilitas dan prasarana kepelabuhanan; dan

4. pengembangan sarana wisata di xawasan Pelabuhan Perikanan Pantai
Morodemak,

Pasal 96

Arahan perwujudan kawasan stralegis bidang sosial budaya (kawasan perbatasan)
dilakukan melalui:

d. pemaduserasian pengembagan kawasan perbatasan-

b. peningkatan koordinasi pemecanan masalah ketimpangan untuk mengurangi
konflik sosial;

€. peningkatan kerja sama penyediaan infrastruktur wilayah:
Pasal 97

Arahan perwujudan kawasan slralegis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup meliput; -

3. kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di Kecamatan Sayung,
Kecamalan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang dilakukan melalyi:

1. pembangunan sarana penahan gelombang;
2. penghijauan kawasan paniai: dan
3. rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi

b.  kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul berada di Kecamatan Wedung
dilakukan melalui :

1. pendataan lokasi dan Juas tanah timbul: dan
2. pengelolaan tanah timbul bersama masyarakai.‘#f/
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BAB VIl
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Masal 88
Arahan pengendalian pemaniaatan ruang lerdiri alas :
2 1keten1uan umum peraturan zonasi:

a
b. ketentuan umum perizinan:
€. ketentuan umum insentif dan disinsentif: dan

d. arahan sanksi,
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum
[Pasal 99

(1) Kelentuan umum peraluran zonas; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
peraturan zonasi,

(2) Ketentuan JmUm peraluran zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melipuli ;

a. kelentuan umum peraturan zonasi struktyr ruang;
b. kelentuan umum peraturan zonas; pola ruang; dan
C. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis,

(3) Kelentuan umum peraturan zonasi slruklur ruang sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) huruf a melipulj :

a. sislem pusat kegialan:

b. sistem jaringan transportasi

¢. sistem jaringan encrgi:

d. sistem jaringan telekomunikasi

e. sislem jaringan sumber daya air

. sistem pengelolaan lingkungan: dan
g. sistem prasarana fainnya.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pala ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi ;

d. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya;lﬁ/
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(5) Kelentuan umum peraluran zonasi kawasan stralegis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf c meliputi :

a. kawasan slralegis bidang pertumibuhan ekonomi;
b. kawasan stralegis bidang sosial budaya: dan
€. kawasan stralegis bidang lungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah
Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusal kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 ayat (3) huruf a meliputi ;

a. peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala kabupaten yang didukung
dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesua dengan kegiatan
ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat
xegiatan skala kabupaten:

b. peraturan zonasi pada PkLp, kegiatan berskaia beberapa kecamatan,
penetapan batas perkotaan sebagai PKLp:

C. peraluran zonasi pada PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan
batas perkataan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan

d. peraluran zonasi pada PPL, kegialan berskals beberapa desa, dengan

penelapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan alau pusat
agro bisnis,

Pasal 101

(1) Ketentuan  umum peraluran zonasi jaringan transportasi untuk jaringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayal (3) huruf b melipul; -

d. peraluran zonasi pada jaringan lransportasi jalan: dan
b. peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api.

(2) Peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disusun de ngan ketentuan:

a. dizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syaral sesua
dengan kondisi dan kelas jalan:

b. dilarang membuat jalan masuk atay keluar, serla interchange jalan bebas
hambalan kecuali dengan izin Pemerintah;

¢. dilarang seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang
dtau barang dan kendaraan:

d. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai balas ruwasja sesuai
dengan kelas dan hirarki jalan. dan

€. penelapan gars semadan bangunan di sisi jalan yang . memenuhi
kelenluan ruang pengawasan jalan,

(3) Peraturan zonasi pada jaringan transportasi ker api sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) hurul b disusun dengan kelrzntuanzﬁ'
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diizinkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;

=

. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan
jalan kecuali dengan izin Pemerintah:

C. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu
kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkerelaapian;

d. pembalasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan
akibat lalu linlas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan

€. penelapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan
memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan
jalur kereta api

Fasal 102

Peraluran zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99 ayal (3) huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan mendirikan bangunan uniuk mendukung kelancaran distribusi energi;
b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas Megara:

C. dilarang mendirikan bangunan di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi
dan saluran udara tegangan linggi:

d. dilarang menanam ponon yang menganggu Jaringan fistrik: dan
&. dilarang mendirikan bangunan di sekilar pembangkit listrik
Pasal 103

Peraluran zonasi untuk sislem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayal (3) hurul d disusun dengan ketentuan:

8. diizinkan pembuatan jariﬂglan kabel vang melintasi lanah milik alay dikuasaj
pemerintah;

b, menelapkan Sempadan menara lelekomunikasi- dan

3

mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama
Pasal 104

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf e disusun dengan kelentyan:

8. diizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan
letap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

b. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan
sungai, sempadan waduk, sempadan embung, dan sempadan jaringan irigasi:
dan 2

C. diizinkan bersyaral mendirikan bangunan pendukung pengelolaan sumberdaya
ar,

Fasal 105

(1) Ketenluan umum peraluran zonasi sistem pengelolgan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 09 ayat (3) huruf f meliputi ‘ﬁ’
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(1)

4. peraluran zonasi pada kawasan sekitar tempal pemrosesan akhir dan
lempat penam pungan semeniara;

b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum;
€. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah: dan
d. peraturan zonasi pada jaringan drainase.

Peraturan zonasi pada kawasan sekitar lempat pemrosesan akhir dan tempat
Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf disusun
dengan ketentuan:

a. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan
akhir;

b. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan tempat pemrosesan
akhir:

€. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan
sampah di kawasan lempat pemrosesan akhir, dan

d. mengatur penempatan lempal penampungan sementara di kawasan
permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.

Peraluran zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan  air  minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan mengembangkan ruang terbuka hijau;
b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;

C. dizinkan bersyaral mendirikan bangunan fasilitas pendukung  kegiatan
dislribusi diatas jaringan air min um, dan

d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun di sekitar kawasan sumber
air minum.

Peraluran zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan  air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan pernanfaatan limbah uniuk pengembangan energi:
b. dilarang mendirikan bangunan umum diatas Jaringan air limbah: dan

C. diizinkan secara terbalas pembangunan fasilitas pendukung pengelolaan
limbah,

Peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan

¢. dizinkan secara terbalas mendirikan bangunan diatas salurah drainase
untuk mendukung fungsi drainase

Fasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3} huruf g meliputi -

a. peraluran zonasi pada jalur evakuasi bencana; dan
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b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana.

() Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) huruf a medipuli ;

a. diizinkan pemasangan rambuy dan Papan peringatan bencana: dan

b. dilarang melakukan pemaniaalan badan jalan yang dapat mengganggu
~ kelancaran evakuasi dilarang. :

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi Pada ruang evakuasi bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat 1) huruf b meliputi - 3

a. dizinkan pembangunan fasililas pendukung kegiatan pengungsi; dan

L. dilarang mengembangkan kegiatan Permanen yang dapat menganggu
fungsi ruang evakuasi.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Pasal 107

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud
(dalam Pasal 99 ayat (4) huruf a meliputi;

a. peraluran zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya;

b. kawasan periindungan selempat:

. peraluran zonasi Pada kawasan bencana alam

(2) Peraluran zana peraluran zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan
lerhadap kawasan bawdhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disusun dengan ketentyan:

3. diizinkan terbatas unfyk kegiatan budidaya lidak terbangun yang memiliki
kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan

F

b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam

C. diizinkan untyk kegialan pendidikan dan penelitian dengan syarat lidak
mengubah bentang alam;

d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atay waduk pada lahan
* lerbangun yang sudah ada: dan

€. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

(3) Peraturan zonasj pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi

8. peraturan zonasi pada sempadan pantai disusun dengan ketentuan:

1. diizinkan melakukan peEEFJﬁauan hutan bakau di kawasan sempadan
- Pantai yang telah rusak;
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diizinkan  melakukan kegialan  yang mampu  melindungi  atau
memperkual perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan
infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan

Mengalur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelaulan yang diperbolehkan
di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan
ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan
lain yang membutuhkan lokasi di lepi pantai,

b. peraturan zonas; pada sempadan sungai disusun dengan memperhatikan

ketentuan:

1. diizinkan aklivitlas wizala dlam dengan syarat tidak mengganggu
kualitas air sungai;

2. diizinkan pemanfaatan fuang uniuk ruang terbuka hijay:

3. diizinkan kegialan pemasangan papan reklame, Papan penyuluhan dan
peringatan, ranibu-ramby PENgamanan, serta sarana baniy navigasi
pelayaran;

4. diizinkan kegiatan Pemasangan jaringan kabe| listrik, kabel telepon. dan
pipa air minum:

9. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;

6. dilarang melakukan Kegialan yang Mmengancam kerusakan dan
menurunkan kualitas sungai;

7. diizinkan lerbalas  pendirian bangunan untuk menunjang  fungsi
pengelolaan sungai dan taman rekreasi; dan

E. penelapan lebar sempadan sungai,

C. "peraluran zonasi pada seMmpadan  saluran irigasi disusun dengan
memperhalikan ketentuan:

1s
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B.

diizinkan pemanfaatan ruang terbuka hijau:

diizinkan kegiatan Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan
peringatan, dan rambu-ramby pengamanan;

diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik kabel lelepon, dan
pipa air minum;

dilarang mendirikan bangunan pada kawasan seémpadan saluran
Irigasi:

diizinkan terbatas pendirian bangunan Penunjang fungsi pengelolaan
sungai dan laman rekreasi. dan

PENnetapan lebar sempadan Irigasi.

(4) Peraturan Z0nasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar
budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a. Pperaturan zonasi pada kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan
memperhalikan kelentuan:

1. diizinkan melakukan penanaman bibit t}akau;ct“
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dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya
tambak maupun permukiman:

dilarang penebangan liar hutan bakau dan memiasilitasi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau; dan

dilarang melakukan pembuangan limbah industri yang dapat merusak
wilayah pesisir

b. peraluran zonasi pada kawasan Cagar budaya dan disusun dengan
ketentuan:

diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, Han
wisata;

2. diizinkan bersyarat pendidian bangunan yang menunjang kegiatan
pendidikan, penelitian, dan wisata;

3. dilarang melakukan kegiatan yang Mengganggu atau merusak
kekayaan budaya;

4. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi terfenty
yang mempunyai manfaat untuk Pengembangan ilmu pengetahuan:

5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan
di  sekilar peninggalan  sejarah, bangunan arkeologi, monumen
nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu: dan

6. dilarang  kegiotan YAy mengganggu  upaya pelestarian  budaya
masyarakat setempal

(3) Peraluran zonasi pada kawasan bencana alam sehagaimana dimaksud ayal (1)

huruf d disusun dengan ketentuan:

., @ peraluran  zonasi piada  kawasan rawan  banjir disusun dengan
« memperhatikan:

b
2.

penelapan batas dataran banjir: dan

diizinkan pemanfaatan dalaran banjir bagi ruang lerbuka hijau dan
pembangunan fasilitas umum tdengan kepadatan rendah.

b. peraturan zonasi pada kawasan rawan gelombang Pasang dan abrasi
disusun dengan ketentuan:

dilzinkan melakukan rekayasa konslruksi pada lokasi tertentu, melalui

pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal
limpasan:

diizinkan pembuatan jalyr hijau dengan penanaman dan pemeliharaan
mangrove;

diizinkan melakukan sosialisasi dan  pemberdayaan masyarakal
mengenal kawasan rawan bencansg gelombang pasang dan abrasi: dan

dilarang mengembangkan bangunan yang dapat membelokkan arah
gelombang tanpa memperlimbangkan miligasi lingkungan.

€. kelenluan umum peraluran zonasi pada kawasan rawarn longsor disusun
dengan ketentuan:
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1. dizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik,
jenis dan ancaman bencana:

2. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari
permukiman penduduk: dan

3. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan
ancaman bencana.

d. ketenluan umum peraluran zonasi pada kawasan rawan kekeringan disusun

dengan ketentuan:
1. diizinkan pembualan bangunan penampungan air baku:
2. diizinkan revitalisasi jaringan irigasi:
3. diizinkan peningkalan penghijauan dan reboisasi:
4

diizinkan penanganan kondisi darural dengan pengerahan mobil tanki
air minum;

5. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat
mengenai kawasan rawan bencana kekeringan; dan

6. dilarang melakukan kegiatan yang membutuhkan air skala besar,

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan angin lopan
kekeringan disusun dengan ketentuan:

1. diizinkan peningkatan dan revitalisasi bangunan tahan angin topan:

2. diizinkan peningkalan informasi dini dan jaringan data bidang
meteorologi, klimatologi dan geofisika de ngan stakeholder terkait: dan

J. diizinkan  melakukan sosialisasi, miligasi  dan pemberdayaan
masyarakal mengenai kawasan rawan bencana angin topan.

« Pasal 108

(1) Peraturan zonasi unluk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
99 ayat (4) huruf b meliputi;

(2)

:
b
€.
d
g

f,

h.

!

. kawasan peruntukan hutan produksi:

. kawasan peruntukan pertanian:

kawasan peruntukan perikanan:

- kawasan peruntukan pertambangan;

kawasan peruntukan indu stri:

kawasan peruntukan pariwisata:

kawasan peruntukan permukiman perkotaan:
kawasan peruntukan permukiman perdesaan: dan
Kawasan pertahanan dan keamanan.

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. dilarang pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan:
b. diizinkan aklivitas rebaisasi atay penghijauan dan rehabilitasi hutan;q
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c. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang
berwenang;

d. diizinkan terbatas pemanifaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca
sumber daya kehutanan; dan

e. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang
kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

(3) Peraluran zonasi pada kawasan perunlukan perlanian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi :

8.  peraluran zonasi pada lahan sawah irigasi disusun dengan ketenluan;
1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan:
2. diizinkan aktivitas pendukung peranian’ dan
3. dilarang aklivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah
beririgasi;
4. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan
dan kualitas tanah; dan

3. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah rigasi yang
terkena saluran irigasi.

b. peraluran zonasi pada sawah bukan ingasi disusun disusun dengan
ketentuan:

1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;

2. dizinkan mendirikan rumah tinggal dengan syarat sesuai dengan
rencana rinci tata ruang;

3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani; dan

4. dilarang aklivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan
dan kualitas tanah,

C. kelenluan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian hortikultura
disusun dengan ketentuan:

1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;

2, pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % diarahkan untuk
budidaya tanaman tahunan: dan

3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.

d. ketenluan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan disusun
dengan kelentuan:

1. diizinkan pengembangan budidaya lumpang sari dengan perikanan:
dan

2. budidaya peternakan rakyal dan peterakan skala besar diizinkan di
kawasan pertanian lahan kering dan hortikullura.

(4) Peraturan zonasi unluk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) huruf ¢ disusun dengan ketenluan:

a. diizinkan akbivitas pendukung aklivitas prerikanan;ﬁi’,
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b. diizinkan penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan
leknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk
perikanan:

¢. dilarang segala aklivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air
sungal dan waduk unluk perikanan darat: dan

d. pengaturan kawasan budidaya perikanan air tawar dan air payau.,

Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perlambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan kelentuan:

a. diizinkan melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan pertambangan
dengan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

b. diizinkan membangun jalan pertambangan dengan dengan izin Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dan

C. dilarang melakukan kegiatan periambangan di kawasan lindung.

Peraluran zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri:

b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan
ruang terbuka hijau,

C. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai
pendukung kegiatan industri: dan

d. dizinkan mengembangkan instalasi pengolah air limbah,

Peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisala sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) huruf f disusun dengan ketenluan:

a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik
* pariwisatanya;

b. diizinkan secara terbatas pengembangan aklivitas perumahan dan
permukiman dengan syaral di luar Zona utama pariwisata dan tidak
mengganggu bentang alam daya tarik parwisala: dan

¢. diizinkan secara lerbatas pendirian bangunan penunjang pariwisata.

Peraluran  zonasi pada kawasan perunlukan  permukiman  perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayal {1) huruf g disusun dengan ketentuan:

a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang - tinggi dan bangunan -
verlikal,

'b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan

skalanya;

diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
penetapan ketenluan teknis bangunan:

penetapan tema arsiteklur bangunan; dan

penelapan kelengkapan bangunan dan lingkungan. ﬁ'
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(9) Peraturan zonasi pada kawasan peruniukan  permukiman  perdesaan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah - sedang;

b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan
skalanya;

C. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
d. dilarang pengembangan budidaya lainnya;

. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan

f.  penetapan jenis dan syarat Penggunaan bangunan yang diizinkan.

(10)Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf | disusun dengan ketentuan:

d. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan: dan

b. pembangunan fasilitas *egialan pertahanan yang menimbulkan dampak
lingkungan waijib dikonsullasi den gan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis
Pasal 109

(1) Ketentuan umum peraluran zonasi pada kawasan pertumbuhan disusun dengan
kelentuan:

d. diizinkan mengembangkan sarana dan brasarana yang mendorong minat
investasi:

b diizinkan perubahan fungsi "uang unluk kawasan terbangun melalui arahan
bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing dan sesuai
rencana lata ruang; dan

¢. dizinkan penyediaan ruang terbuka hijau,

() Kelentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sosial budaya disusun
dengan ketentuan;

a. diizinkan melakukan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana terpadu
di kawasan perbatasan: dan

b. diizinkan melakukan peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui
pemberdayaan.

(3) Ketentuan -umum pengaluran zonasi pada kawasan yang memiliki fungsi
lingkungan disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan melakukan penghijaun;

b. dilarang melakukan kegialan budidaya yang menyebabkan lerganggunya
keseimbangan ekologi; dan

€. dizinkan mensosialisasikan manfaal mangrove dan kawasan estuary bagi
kelangsungan ekologi peaisir.fP




Pasal 110

Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan
ditentukan dengan mekanisme pembahasan di BKPRD.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum
Pasal 111

(1} Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan
ruang.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui
Kepala SKPD yang membidangi tata ruang,

(3) lzin pemanfaatan ruang memual tentang:
arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;

b. amplop ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar
bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan

c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah
dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan
fauna.

(4) Setiap orang yang telah memiliki lzin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan
permanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya,

(5) Seliap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegialan usaha yang
mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan
dengan memiliki dokumen lingkungan.

Paragraf 2
Bentuk lzin Pemanfaatan Ruang

FPasal 112
Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) meliputi:
a, izin lokasi;
b. izin penetapan lokasi;
. izin penggunaan pemanfaatan lanah;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain bérdaﬁarhan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 113

(1) lzin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a merupakan
pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.

(2) lzin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan yang
memanfaatkan ruang,

70 -




Pasal 114

(1) lzin penelapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b
merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk sualu kegiatan yang
dilaksanakan aleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas dan ulilitas umum.

(2) Izin penelapan lokasi diberikan kepada  SKPD  yang  melaksanakan
pembangunan.

Pasal 115

(1) lzin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
huruf ¢ merupakan izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan,

(2) lzin penggunaan pemaniazlan lanah diberikan kepada seliap orang yang akan
melakukan keglalan pemanfaatan lahan,

Pasal 116

(1) lzin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d
merupaxan izin untuk melakukan kegialan pembangunan fisik bangunan,

(2) lzin mendirikan bangunan diberikan kepada orang alau badan yang akan
melakukan mendirikan bangunan.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang
Pasal 117

(1) Semua bentuk perinzinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilakukan
oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan yang dimaksud.

(2) Talacara pemberian perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,
Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 118

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan
yang memanfaatkan ruang,

(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat
alau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang
sefalan dengan rencana tata ruang.

(3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan
perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi
kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana fata ruang.

Paragraf 2
Bentuk Insentif dan Disinsentif
Pasal 119
(1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non ﬁskalﬁf
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Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat berupa:
a. keringanan pajak;

b. kompensasi

. subsidi silang;
d. imbalan;

€., sewa ruang; dan

f.  kontribusi saham,

(3} Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

8. pembangunan dan pengadaan prasarana;
b. kemudahan prosedur perizinan: dan
C. penghargaan,

Pasal 120

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata
ruang.

Pasal 121

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak
sejalan dengan rencana lata ruang.

Pasal 122

(1) Insentif yang diberikan imbalan lerhadap pelaksanaan kegialan yang sejalan

dengan rencana tala ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2)
terdirt atas :

a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakal dalam
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;

b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta
dalam pelaksanaan kegiitan yang sejalan dengan rencana tala ruang; dan

C. insenlif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam
wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam
pelaksanaan kegiatzn yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat diberikan:

a. keringanan biaya sertifikasi tanah
b. pembangunan serta pengadaan infrastruklur; dan
C. pemberian penghargaan kepada masyarakat,

Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata fuang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

8. kemudahan prosedur perizinan;

= g

. kompensasi:
subsidi siiang;ﬁr
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d. imbalan;

€. Sewa ruang;

. konlribusi saham; dan
9. pemberian penghargaan

(4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan
pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan
dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa
pemberian penghargaan.

Pasal 123

(1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) terdir
atas:

8. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta

dalam pelaksanaan kegiatan yang lidak sejalan dengan rencana tata ruang;
dan

b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan kegialtan yang lidak sejalan dengan rencana latg ruang.

(2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam

pelaksanaan kegiatan yang lidak sejalan dengan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi -

2. pengenaan pajak yang linggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang

dibutuhkan untuk mengalasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan
ruang;

b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
C. penghentian izin: dan
d. penalli.

(3) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain
dalam pelaksanaan kegialan yang lidak sefalan dengan rencana tala ruang
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Fasal 124

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan olelr instansi
berwenang,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pemberian insentif dan disinsentif
akan diatur dengan Peraturan Bupati,

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 125

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d merupakan
tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaz‘a’n ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.




(2) Peraluran dalam pemberian sanksi meliputi |

a. lerhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan
sanksi administralil sesuai kelentuan perundang-undangan;

b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan  dan penjatluhan  sanksi
administralif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;

¢. disamping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat pemerintah daerah yang
berwenang yang menerbitkan izin lidak sesyai dengan rencana tata ruang
dapat dikenal pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak
dengan hormat dari jabatannya;

d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi. selain pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan izin usaha dan alau pencabutan statys
badan hukum; dan

€. penertiban dengan mengambil lindakan agar pemanfaatan ruang dj
kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan
memberikan sanksi administratif. sanksi perdata dan sanksi pidana.

{3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang

mélakukan penyimpangan dikenai sankei sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pemanfaatan ruang yang lidak sesuai dengan rencana tatg ruang, baik yang

dilengkapi- dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi
adminstralif,

(3) Sanksi adminisiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi
peringalan tertulis:

- Penghentian sementara kegialan:

a,
b
C. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi:

g gencaﬁutan izin;

f.  pembatalan izin:

g. pembongkaran bangunan:

h. pemulihan fungsi ruang; dan atay

. denda adminisiralif,

(6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat
dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan
tertulis melalui penediban surat peringatan lertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
kali.

(7) Penghentian sementara kegialan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dapat dilakukan melaluj

a. penerfiban sural perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
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b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat
kepulusan pengenaan sanksi  penghentian Semenlara secara paksa
lerhadap kegiatan Pemanfaatan ruang;

C. pejabal yang berwenang  melakukan tindakan penertiban dengan
memberitahukan kepada pelanggar Mengenai pengenaan  sanksi
Penghentian kegialan pemanfaatan 'uang dan akan segera dilakukan
lindakan penertiban oleh dparal peneriban;

d. berdasarkan surat keputusan PEngenaan sanksi, pejabal yang berwenang
melakukan penerliban dengan bantuan aparal penertiban melakukan
penghentian kegiatan Pemanfaatan ruang secara paksa; dan

€. selelah kegiatan pemanfaatan 'uang dihentikan, pejabat yang berwenang
melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan r'uang yang dihentikan
lidak beroperasi kembaij sampai dengan lerpenuhinya kewajiban pelanggar
untuk menyesuaikan pemaniaatan ‘uangnya dengan rencana tata ruang
dan/fatau ketentuan leknis pemanfaatan ruang yang berlakuy.

(8) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksyd Pada ayat (5)
huruf ¢ dapatdilakukan melalu; ;

C. pejabat yang berwenang  melakukan lindakan peneriban dengan
memberitahukan kepada pelanggar  mengena Pengenaan  sanks
Penghentian sementars Pelayanan umum yang akan segera difaksanakan.
disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

pelayanan umum untuk mengnhentikan palayanan kepada Pelanggar, diseriai
. Penjelasan Secukupnya: dan

E. penyedia jasa Pelayanan  umum menghentikan Pelayanan kepada
pelanggar;

[ pengawasan lerhadap Penerapan sanksj penghentian sementara pelayanan
umum dilakukan unfuk memastikan tidak lerdapat pelayanan umum kepada
pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk
menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tatg ruang dan
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(8) Penulupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dilakukan
melalui:

d. penertiban surat perintah Penulupan lokasi dari pejaba yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruanggﬁi"'j
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dpabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat
yang berwenang menerbitkan sural kepulusan pengenaan sanksi penutupan
Iokasi kepada pelanggar;

pejabatl  yang berwenang melakukan tindakan penertiban  dengan
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan
lokasi yang akan segera dilaksanakan;

berdasarkan sural kepulusan pengenaan sanksi, pejabal yang berwenang
dengan bantuan aparal penertiban melakukan penutupan lokasi secara
paksa; dan

pengawasan lerhadap penerapan  sanksi penutupan lokasi, uniuk
memastikan lokasi yang ditutup fidak dibuka kembali sampai dengan
pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan
ruangnya dengan rencana fala ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan
ruang yang berlaku,

(10)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayal (3) huruf e dapat dilakukan
melalui ;-

a.

menerbitkan sural pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat
yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang,

apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,
Pejabat yang berwenang menerbitkan surat kepulusan pengenaan sanksi
pencabutan izin pemanfaatan ruang;

pejabal yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai
pengenaan sanksi pencabulan 1zin;

Pejabat yang berwenang melakukan lindakan penertiban mengajukan

permchonan pencabutan izin kepada pejabal yang memilik Kewenangan
untuk melakukan pencabutan izin:

pejabal yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin
menerbitkan kepulusan pencabutan izin:

memberitahukan kepada pemanfaal ruang mengenai status izin yang telah
dicabut, sekaligus perintah uniuk menghentikan kegiatan pemanfaatan
ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan

apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan
pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-
undangan.

(11)Pembalalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat dilakukan
melalui -

b

memhﬁat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan
ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku:

memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana.
pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapal mengambil langkah-langkah
yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;

menerbitkan sural keputusan pembalalan izin oleh pejabat yang berwenang
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
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(12)Pe

memberitahukan kepada PEMEgang izin tentang keputusan pembatalan izin:

menerbitkan sural kepulusan pembalalan izin dari pejabat yang memiliki
kewenangan untuk melakukan pembatalan izin: dan

memberitahukan kepada pemanifaa ruang mengenai status izin yang telah
dibatalkan,

mbongkaran bangunan sebagaimana dimakeud pada ayat (5} huruf g dapat

dilakukan melalui

d.

{13.'}F’e

menerbitkan sural pemberitahuan perinlah pembongkaran bangunan darj

pejabal yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan
ruang;

apabila pelanggar mengabaikan sural pemberitahuan yang disampaikan,
pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat
keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan:

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan

kepada Pelanggar mengenai Pengenaan sanksi pembongkaran bangunan
yang akan segera dilaksanakan:

berdasar surat keputusan Pengenaan sanksj pejabal yang berwenang

melakukan tindakan peneriban  dengan bantuan apara penertiban
melakukan pembongkaran bangunan secara paksa,

mulihan fungsi fuang sebagaimana dimaksud pada ayal (5) huruf h dapat

dilakukan melalyi -

d.

menelapkan kelenluan pemulihan fungsi Tuang yang berisi bagian-bagian
yang harus dipulibkan fungsinya dan cara pemulinannya

b.” pejabal yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan
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ruang menerbitkan sural pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang:

apabila pelanggar mengabaikan sural pemberilahuan yang disampaikan,
pejabal yang berwenang  melakukan peneriban mengeluarkan syrat
keputusan pengenaan sanksi pemulihan lungsi ruang;

petjabial yang b W) nekikukon lindaikan prnceibiom, memberilahukan
kepada pelanggar mengenai Pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang
yang harus dilaksanakzn pelanggar dalam jangka waktu tertenty:

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan
Pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang,

apabila  sampai jangka  wakty yang ditentukan pelanggar belum
melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab
melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk
melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

apabila pelanggar pada saal itu dinilaj tidak mampu membiayai kegiatan
pemulinan  fungsi fuang, pemerintah dapat mengajukan penetapan
pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah alas beban pelanggar
di kemudian hari




(14)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf | dapat
: dikenakan ceeara tersendiri atauy Dersama-sama dengan pengenaan sanksi
administratif,

(15)Ketentuan lebih lanjul mengenai kriteria dan lala cara pengenaan sanksi

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN FERAN MASYARAKAT
Bagian Kesaty
Hak Masyarakat
Pasal 126
(1) Dalam proses penataan ruang seliap orang berhak untuk :

C. memperoleh Péngganlian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan ¥ang sesuai dengan RTRW Daerah:

d mengajukan kebgrazan Kepada pejabat berwenang lerhadap pembangunan

€. mengajukan luntutan pembalalan jzin dan Permintaan penghentian

Pembangunan yang lidak sesyaj dengan RTRW Daerah kepada pejabat
yang berwenang:

f. mengajukan gugalan  gani, Kerugian kepada pemerintah, dan/atay
PEMegang izin apahila kegialan pembangunan lidak sesyaj dengan RTRWw
Daerah yang menimbulkan kerugian: dan

g- mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan
Tala Usahg Negara yang lerkail dengan tata fuang kabupaten

(2) Agar masyarakal mengelahui RTRW Daerah dan réncana rinci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul g yang lelah diletapkan maka SKPD yang
berwenang waijib menyebarluaskan melalui media Mmassa, audio visual, papan
Pengumuman dan selebaran serla sosialisasi secara langsung kepada seluryh
aparat Daerah dan komunitas masyarakat di Daerah,

(3) Pelaksanaan hak Mmasyarakal untuk menikmati perlambahan nila ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuaj dengan
ketentuan peraluran Perundang-undangan,

(4) Hak memperoleh Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf ¢
pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara fihak yang
berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 127
(1) Dalam pelaksanaan pemanfaalan ruang wajib :
4. mentaali RTRW Daerah yang telah ditetapkan:
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin:

C. memberikan akses lerhadap pelaksanaar kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan RTRW Daerah: dan

d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang diprakiekkan
masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya
Cukung lingkungan, esletika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan
ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan fuang yang serasi, selaras, dan
seimbang.

(2) Dalam penataan ruang masyarakal wajib memelihara kualitas ruang.

(3) Pelaksanaan kewajiban masyarakal sebagaimana lersebul pada ayal (2)
dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan krileria penataan ruang,
kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan
ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Fasal 128
(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada lahap:
2. perencanaan tala ruang,
D. pemanfaatan ruang; dan
€. pengendalian permanfaatan ruang.

(2) Benluk peran masyarakal dalam perencanaan fata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) huruf a meliputi :

a.  masukan mengenai
1. persiapan penyusunan rencana lala ruang;
penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan:

3. pengidentifikasian polensi dan masalah pembangunan wilayah atau
Kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana lala ruang; dan/atau
3. penelapan rencana tala ruang.

b. kerja sama dengan Pemerinlah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat
dalarn perencanaan tata ruang.

(4) Bentuk peran masyarakal dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi :

4, masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;d"
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b.  kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, danfatau sesama
unsur masyarakal dalam pemanfaatan ruang;

. kegialan memanfaatkan fuang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
rencana lata ruang yang telah ditetapkan: |

d.  peningkatan efisiensi, eleklivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan
ruang daral, ruang laul, ruang udara. dan fuang di dalam bumi dengan
mempernatikan kearifan lokal seria sesual dengan ketentuan peraturan
perundangundangan:

€. kegiatan menjaga kepenlingan pertahanan dan keamanan serla
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
sumber daya alam: dan

. kegialan invesiasi dalam pemanfaatan ruang sesua; dengan ketentuan
peraluran perundang-und angan

(4) Benluk peran Masyarakal dalam pengendalian . pemanfaatan  ruang
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf ¢ meliputi -

4. masukan terkait arahan dan/atay peraluran zonasi, perizinan, pemberian P
insenlif dan disinsenlif serta Pengenaan sanksi;

b.  keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata
ruang yang lelah ditelapkan:

C.  pelaporan kepada instansi danfatau pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan  dugaan penyimpangan  alay pelanggaran kegiatan

Pemanfaalan ruang ¥ang melanggar rencana tata ruang yang telsh
ditetapkan: dan

d. «pengajuan keberatan lethadap  keputusan pejabal yang berwenang

lerhadap pembangunan ¥ang dianggap lidak sesuai dengan rencana lala
ruang,

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 129

(1} Dalam rangka moengkoordinasikan PENYelenggaraan penataan ruang dan
kerjasama antar seklorfantar daerah bidang penalaan ruang dibentuk Badan
Keordinasi Penataan Ruang Daerah,

() Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah sebagaimana diatur pada ayal (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Pasal 130

(1) Untuk menjamin lercapainya lujuan penyelenggaraan penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. dilakukan pengawasan ferhadap kinerja
pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang,

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lerdiri atas tindakan
pemantauan, evaluasi. dan pelaporan.
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(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) Pengawasan sebagaimana
melibatkan peran masyarakal

(3)

Peran mas yarakat

dengan menyampaikan laporan dan/af

dimaksud pada ayat (3)

sebagaimana dimak

(2) dilaksanakan oleh Bupati
dilakukan dengan

sud pada ayat (4)
Pengaduan kepada B

dapal dilakukan

au upat;.

Pasal 111

4.  pengawasan lerhadap Kinerja
Penataan ruang; dan
b, kinerja pemenuhan slandar p
(<) Pengawasan lerhadap kinerja fungsi

fuang sebagaimana 4
menggunakan

pembinaan dan
PErundang-undan

imassud pad
Pedoman  bhida ng

gan.

(3) Pelaksanaan Kinerja p
ruang sebagaimana dj
dalam Perencanaan

pemanfaatan ruang ses

elayanan minimal bidan

é ayal (1)
penataan
pelaksanaan penataan

emenuhan standar
maksud pada ayal |
lata fuang, peman
uai ketentuan peraturan peruy

ud dalam Pasal 130 ayat (2)
memeriksa  kesesyaian anlara
ketentuan peraturan Perundang-

dimaksud pada ayat (1)
nyelenggaraan Denataan

fungsi dan manfaat Penyelenggaraan

9 penalaan ruang.

dan manfaat Penyelenggaraan penataan
huruf & dilakukan dengan
uang  meliputi pengaturan,

fuang sesuai ketentuan peraturan

Pelayanan minim
1) huruf b melj
faatan

al bidang penataan
puti aspek pelayanan
ruang, dan pengendalian
ndang-undangan,

BAB X|
PENYELESAIAN SENGKETA,
Fasal 133

(1) Penyelesaian sen
berdasarkan prinsi

|2} Dalam hal penyelesaian sengketa se
diperoleh kesepakatan, para pihak
sengketa melalyi Pengadilan atau di
peraturan peruy ndang-undangan.

PENYI

gkela penataan ruap
P musyawarah unluk m

0 pada tahap pertams diupayakan

ufakal.

bagaimana dimaksyd pada ayat (1) tidak
dapal menempuh Upaya penyelesaian
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

BAB Xl

DIKAN

Pasal 134

(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Ne

Sipil tertentu di lingkungan instansi P

B

gara Republik Indonesia, Pegawai Negeri
emerintah Daerah yang lingkup tugas r:lanﬂ




langgung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk membaniy pejabal Penyidik Kepalisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

(2} Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
kewenangan meliput

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atay Keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

0. melakukan pemeriksaan lerhadap orang yang diduga melakukan lindak
pidana dalam bidang penataan ruang;

€. meminta keferangan dan bahan buklj dari orang sehubungan dengan
peristiwa lindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d.  melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan
lindak pidana dalam bidang penataan ruang;

. melakukan pemeriksaan dj lempal terdenty yang diduga terdapat bahan
bukli dan dokumen fain sera melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukii
dalam perkara tindak Pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantyan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas penyidikan
lindak pidana dulam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipit memberitahukan dimulainya penyidikan kepada
pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

(4) Apabila pelaksanaan Kewenangan memerlukan indakan Penangkapan dan
Penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan

pejabal Penyidik  Kepolisian Megara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(3) Penyidik Pegawai MNegeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut
Umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

(8) Pengangkatan Pejabal Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses
penyidikan dilaksanakan sesyai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan,

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 135

seliap orang dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran lerhadap rencana
tala ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuaj dengan
ketenluan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIv
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 136

(1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) yaity tahun 2011 — 2031
dan dapat ditinjau kembali 1 \satu) kali dalam 5 (lima) tahun:

i




(3) Dalam kondisi lingkungan siralegis tertenty yang berkaitan dengan bencana
alam skals besar danfatau perubahan batas teretorig| Provinsi yang dj tetapkan
dengan peraturan Perundang-undang, RTRW Daerah dapat ditinjau kembayi
lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 tima) lahun.

(4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan
apabila terjadi perybahan kebijaan nasional dan Slralegi yang mempengaruhi
Pemanfaatan ruang kabupaten dan/atay dinamika internal kabupaten

BAB Xv
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 137
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

2. unluk yang  sudah dilaksanakan Pembangunannya dilakukan
PENYesuaian dengan masa Iransisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan
peraluran perundang-unﬂangan; dan

3. uniuk yang sudah dilaksanakan Pembangunannya dap tidak
memungkinkan untuk dilakukan PEnyesuaian dengan fungsi kawasan
berdasarkan Peraluran Daerap ini, izin Yang telah diterbitkan dapal
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan

d. pemanfaatan fuang di Daergh yang diselenggarakan tanpa izin dan .
bertentangan dengan ketenluan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan
disesuaikan dengan Peratyran daerah ini;

€. pemanfaatan uang yang sesuai dengan ketentuan Peratutan daerah Ini, agar
-dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB xvi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 138

Pada saat berlakunya Peraturan Uaerah ini, maks Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor. 4 Tahun 1997 lentang Rencana Talg Ruang Wilayah Kabupalen
Demak (Lembaran Daera bupalen Demak Tahun 1898 Nomor 8) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaky.




Peraturan Daerah ini mulai

Ciundangkan di Cemak

Pada tanggal 19 JuL I o
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DEMAK,

Pasal 139

berlaku pada langgal diundangkan,
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PENICL AGAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR..@..TAHUN . 2O I/

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2011-2031

Rencang umum Tala Ruang Wilayah Kabupaten Demak adalah merupakan wadah
mengkoordinasikan Segala kegiatan PEMbangunan. gleh sebab iy bilamana sydap
ditetapkan Se€cara hukum harus dap Wajib ditaali gl sBmua pihak, baik Pemerintah

Unltuk ity sebelum Penelapan hukum diberikan 'éncana tersebut harys Sudah disetujui
melalui konsesys Umum  antara Femerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten dan masyarakal kabupaten yang bersangkulan lentang benluk, arahan, slrategi
dan alokasi pemanfaatan uang sera Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan ruang,

PASAL DEMI pa SAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasa| 2
Perwujudan lujuan ini Merupakan upaya untuk mewujudkan perkembangan
wfra}rah.ﬁahupaien Demak yang mempertimbangkan potensi daerah dan
memperhatikan kelestarian alamnya,

Pasal 3

Kebijakan penataan fuang wilayah Kabupaten Demak merupakan arah

lindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai lujuan penataan ruang

wilayah Kabupaten Demak

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

* Sebagai dasar Lntuk memfarmulasikan slrategi penataan ruang
wilayah:




Pasal 4

Pasal 5

Fasal §

Pasal 7

Pasal 8

* sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah;

* memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam
RTRW: dan

* sebagai dasar dalam Penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah.

Stralegi  penataan fuang wilayah kabupaten Merupakan penjabaran
kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam I'angkah-rangkah
Gperasional untuk Mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

Slrategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi;

* sebagai dasar untuk PENyUsunan rencana struktur ruang, rencana pola
ruang, dan penetapan Kawasan slrategis;

ruang wilayah
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas

Strateqi Pengembangan kawasan Pusal pelayanan adalap -

a. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan

perkolaan yang - berfungsi  yniyk melayan kegiatan  skalg
kabupaten/kots alau beberapa kecamatan,

adalah Kawasan Perkolaan yang dipromosikan untyk menjadi PKL
yang akhirnya memifik; skala pelayanan beberapa wilayah kecamatan

C. Pusat Pelayanan Kawasan \PPK) merupakan kawasan perkotaan

yang berungsi uniuk melayani kegialan skala kecamalan atay
beberapa desa

Sistern wilayah pembangunan (SWP) yang dimaksud dalam hal ini adalah
pembagian  wilayah kabupaten Demak berdasarkan karekateristik
wilayahnya, Tujuan pembagian SWP ini untuk lebih memudahkan
pelaksanaan rembangunan struktur flang yang akan dituju,

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jeia%"’,
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Fasal 9
Fasal 10
PasaITf.

Pasal 12

Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Fasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23

Pasal 24

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Ayal (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Sistem nir (tanpa) kabel (menggunakan gelombang eleklromagnetik).

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 25 4/%”
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Cukup jelas
Pasal 26 :
Cukup jelas
Pasal 27 ;
Cukup jelas
Pasal 23
Sistem penanganan sampah di Kabupalen Demak dilakukan dengan kosep
JR. Konsep 3R adalah penanganan sampah dengan cara Reduce
(mengurangi), Reu;e (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur
ulang) sampah mulai dari sumbernya,
a. Reduce adalah upaya mengurangi volume sampah,
b. Reuse adalah upaya menggunakan kembali sampah tanpa perubahan
bentuk untuk kegiatan lain yang bermanfaat.
C. FRecycle adalah upaya mendaur ulang sampah menjadi benda lain
yang bermanfaal,
Pasel 29
Cukup jelas |
Pasal 30 i
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasall2
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34 :
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37, 24
Cukup jelas
Pasal 38 -
Ayat (1)
_ Cukup jelas
Ayal (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dimiliki masyarakat adalah kawasan/ tanah yang
menjadi hak milik orang/ masyarat dan diakui oleh Pemerintah.
Pasal 39 '
Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
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Pasal 41
Pasal 42
Hasal 44
Pasal 44
Fasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Fasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 52

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Cukup jelas
Cukup jolas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup je!asl
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Rencana pengembangan kegiatan perlenakan terdiri atas ternak besar,
ternak kecil, dan ternak unggas.

Arahan pengelolaan kawasan pelernakan adalah dilakukan melalyi
8. pengembangan budidaya lernak skala lertenty yang dapat
~ menimbulkan dampak kesshatan bagi masyarakat dilakukan diluar
kawasan permukiman: dan

b.  pengembangan hewan ternak yang merupakan bagian dari kehidupan
sosial ekonomi masyarakal perdesaan dapat dilakukan di kawasarqf_“

-839.




Fasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 85

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Fasal 69

Fasal 70

Pasal 71

Pasal ?q/

permukiman  dengan mempertimbangkan aspek kesehatan bagi
penghuni dan warga disekitarnya.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Mijen dilakukan

dengan mempertimbangkan bentuk kavling dengan batas normatif 200
dari Ruang Milik Jalan (Rumija)

Cukup jelas

Kudus dan Gajah - Mijen dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk
kaviing dengan batas normatif 100 dari Ruang Milik Jalan (Rurmija)

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 78

Pasal 77

Pasal 78

Paszal 79

Pasal B °

Fasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Fasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Fasal 80

Pasal 91

Kawasan perbatasan di Kabupalen Demak rawan lerjadi  masalah
kelimpangan, mengingat beberapa kawasan perbatasan Kabupaten Demak
merupakan daerah yang berkembangan atau berupa kawasan perkotaan
yang cukup berkembang. Untuk PEnanganan kawasan perbatasan ini perlu
di tetapkan dalam kawasan slralegis,

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas ‘fxff'
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Fasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Fasal 95

Pasal 98

Pasal 97

Pasal 98

Fasal 88

FPasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Pengendalian pemanifaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang
dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan
sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan
yang harus, boleh, dan tidak baoleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan
fuang yang dapal lerdiri atas kelentuan lentang amplop ruang (koefisien
dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan,
dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, seria
ketentuan lain yang dibuluhkan uniuk mewujudkan ruang yang aman
nyaman, produklif, dan berkelanjutan.
Untuk  mengendalikan perkembangan  kawasan  budi daya yang
dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara
ketal, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong
pengembangannya dilerapkan mekanisme insentif
Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas
Huruf ¢

Cukup Jelas
Huruf d

Cukup Jelas

Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup Jelas
Pasal 103 f‘/




Pasal 104
Pasal 105
Pasal 106
Pasal 107
Pasal 108
Pasal 109
Pasal 11ﬂ

Pasal 111

Fasal 112

Pasal 113

Pasal 114

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Hurul a

Yang dimaksud dengan “izin lokasi® adalah izin yang diberikan
kepada pemohaon uniuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam
rangka melakykan aklivitasnya,

1zin lokasi merupakan dasar uniuk melakukan pembebasan lahan
dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan
Peraturan daerah yang berlaky diperiukan izin prinsip.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf ¢
zin  penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar unluk
permohanan mendirikan Dangunan,

Huruf d
Izin - mendirikan bangunan merupakan dasar dalam mendirikan
bangunan dalam rangka pemaniaatan ruang.

Hurufe
Kelentuan peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah
ketentuan tentang perizinan yang diterbitkan oleh masing-masing
sekltor dan/atau inslansi yang berwenang, misalnya ketentuan izin
lokasi untuk kegiatan pembangunan perumahan skala besar harus
sesuai Undang-Undang Momor 5 Tahun 1860 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Cukup Jelas

Cukup Jelas K
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Pasal 115

Cukup Jelas
Pasal 116
Cukup Jelas
FPasal 117
Cukup Jelas
Fasal 118
Cukup Jelas
Fasal 118
Cukup Jelas
Fasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123 :
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126 .
Ayat (1) N =
Huruf a |

Masyarakal dapat mengelahui rencana tala ruang melalu
Lembaran Negara atau Lembaran Daerah. pengumuman, danfatau
penyebarluasan oleh pemerintah. '

Humf b
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi,
sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak

langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial,
budaya, dan kualilas lingkungan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai
atau  besarnya penggantian  tidak  menurunkan tingkat
xesejahleraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan,

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelasr




Ayal (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 127
Ayat (1)
Huruf a
Menaali rencana lalz ruang yang lelah ditetapkan dimaksudkan
sebagai kewajiban setiap arang untuk memiliki izin pemanfaatan
ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan
pemaniaatan ruang.
Huruf b
Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang
dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan
pemanfaatan ruang sesyai dengan fungsi ruang yang tercantum
dalam izin pemanfaatan ruang.
Huruf ¢
Memaluhi  kelentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban seliap orang
untuk memenuhi ketentuan kualilas ruang,
Huruf d
Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat
dapal mencapai kawasan yang dinyalakan dalam peraturan
perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan
akses dilakukan apabila memenuhi syaral berikut:
a. unluk kepenlingan masyarakat umum; dan/atay
b. lidak ada akses jain menuju kawasan dimaksud.
Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik
umum, antara lainadalah sumber air dan pesisir pantai,
Ayat (2
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129 |
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131

Eukupjelaa‘%ﬁ




Fasal 132

Pasal 133
Pasal 124

Pasal 135

Pasal 138

Pasal 137

Fasal 138

Pasal 139

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Aval (3)
Standar pelayanan minimal merupakan hak dan kewajiban penerima
dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis

dan mulu pelayanan dasar secars merala dalam rangka
penyelenggaraan urusan wajib.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cuhupjéms
Cukup jelas

Cukup jelas
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